BUPATI LAMPUNG UTARA

Ji- )

. PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
. - NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPAT! LAMPUNG UTARA

Menimbang - a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016 dapat
‘ ‘1_;;:33 dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil
i guna serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
' undangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
v sebagai pedoman dan dasar hukum datam pelaksanaannya.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupali L.ampung Utara,

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
A Pembeniukan  Deaarah  Olonom  Kaebupaten-kabupaten dalam
) Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
p Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor 1091), Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lernbaran Megara Republik Indonesia Nomor
1821),

e 2. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih den Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3851},

3. Undang~Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

© % -Negara (Lembaran .-Negara- Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

B 4. Undang~Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
b Nomor 4350} '

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tantang Pemariksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
kh Nomor 244); i

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
o Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

. indonesia Nomor 5049); :

& 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan‘Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5234); ‘

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 471 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4575 );

. 14. Peraluran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
! i“ Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

L Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dergan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahyn 2040 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15: Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); _ -

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 180,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

¥

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); ' _

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomar 5272); '

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 téntang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

23.

24.

25

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah:
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Mantei
Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Noimor 310); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

~Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggeran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 680); ' '

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 22},
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27. Peraturan Dasrah Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2015 tentang
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
' (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
' Nomor 88 ), .

28. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Wara Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAM
" ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasai 1

e

Dalam”Peré't_'uran ini, yang dimaksud dengan : '

a Daerah,adalah Kabupaten Lampung Utara.
b. Bt;patmdalah Bupati Lampung Utara

c. Arjggajran Pendapalan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan
Peratyran Bupati.

d. Satuan .Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran!barang

e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsingkat SKPKD
adalal"APSD.

f. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adala'h'kepala daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenhangan menyelenggarakan
keselgn_{uhan pengelolaan keuangan daerah,

g. Unit Kerja adalah bagian SKPD yané melaksanakan satu atau beberapa
program
I
h. Rencana Kerja dan Angguaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adala . dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegla n dan anggaran SKPD.

i. Prograg SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi''satu “atau ¥xbih keg;atan dengan menggunakan. sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai- dengan- mis: SKPD.

i. Keglatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit keria pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu_program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (inpul) untuk menghasilkan keluaran

(output} galam bentuk barang/jasa.
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k, Sasaran {target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

I Keluaran {output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan o'leh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan fujuan program dan
kebijakan. ) '

m. Hasil ,(Sutcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluar_&g dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala;Satuan Ketja Pengelola Keuangan yang selanjuinya disebut dengan
kepala’SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolzan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, o

0. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

p. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah. o

q. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas, akuntansi yang menurut ketentuan peraturan -perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

r. Entitaq' ‘Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna’ anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya waijib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

s. Pengguna Anggaran adaiah pejabat pemegand kewenangan pengg'unaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

t. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang
Mi_l‘ik Daerah.

u. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
mglaigsanakan  sebagian  kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungst SKPD.

v. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD. :

W. Pejabé{ Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejnbat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

x. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyelorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka-
pelaksanaan APBD dan SKPD.

y. Bendaﬁara"-Pen'geluaran adalah-pejabét‘ fungsional. yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungiawabkan

uang ‘unfuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD. L

z. Kas ;__._Jmum Daerah adalah tempat menyimpan vang daerah yang ditentukan
oleh “kepala daerah unluk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
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Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah‘dan digunakan untuk membayar sel ruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Pei'fieri;haan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pange’fuaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang dlakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Pembla_yaan Daerah adalah semua penerimaan yang periu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Belanjé:it Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah- dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiaydan yang
dlgunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna angyaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPARSKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran. ,

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat ﬁenyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yahg

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagal dasar
penerbitan SPP,

Surat - Permintaan Pembayaran yang selanjuinya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jewab stas
pelaksanaan keglatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen
yang diajukan cleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja

yang bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
penggaiti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang . diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan vang persediaah guna melaksanakan kegiatan SiKPD yang bersifat

mendésak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran uniuk permintaan perabayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjiz kontrak kerja atau surat perintah
keria lainnya dan pembayaran gaji dengan jumilab, penerima, peruntukan, dan
waktu: pembayaran lertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

¥

&
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ap. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang .digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

aq. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengelyarar_w DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

ar. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguria anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD yang dananya dipergunakan untuk menganti uang persediaan yang telah
dibelahjakan.

as. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari - jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

at. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya'disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
ketigas :

au. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D ada!ah'

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbltkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

av. Lump§gm adalah uang yang dibayarkan éekaligus.

aw, At—cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengah pengeluaran riil
yang ditunjukkan dengan bukii-bukti pengeluaran yang sah.

ax. Surat; Perintah Perjalanan Dinas adalah surat perintah kepada Pejabat

Negara, Pegawai Negeri Sipii dan Non-PNS untuk melaksanakan perjalanan
dinas. . '

. ‘
Y

B . Pasai 2
) .

Pedoman Eélaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 merupakun bedoman bagi
seluruh-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 20186.

Pasal 3

(1) Pedoman Pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan
sistemalika X
a. Pendahultan.
b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Pelaksanaan APBD.
d. Permintaan Pembayaran Belanja Daerah.
e. Pelaksanaan Belanja Daerah.
f. Pergeseran Anggaran, dan
g. Penatausahaan Penerimaan Daerah.
h. Penatausahaan Belanja Daerah,
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(2) Uraién Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantfi’”ih dalam tampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati inl.

- Pasal 4

(1) Standar Biaya Pengeluaran dalam Pelaksanaan APBD meliput :

a. Standar Perjalanan Dinas.

b. Standar Honorarium/ Upah.

c. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
d. Standar Pakaian Dinas

(2) Uraian Standar Biaya Pengeluaran dalam Lingkungan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah _

Ditetapkan di Kotabumi
i pada tanggal o4 JANVARL Jo(5

3
b

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal an

BERITA DAERAH TAHUN &ol6 NOMOR o}

£

b

T
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DAFTAR ISt

i BUFPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN FPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

MRFATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

i
e

IAN]  PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

- ¥

SMDAHULUAN '

1 Latar Belakang, :

per

[ ¥ Maksud dan Tujuan..

JUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
sl Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

& Koordinator Pengelalaan Kenangan Daerah

& Pejabat Pengelola Keudngan Daerah 1PFKD) R

: Bendahara Umum “‘emh (BUD)
: Pejabat Fengguna AHggaran/Pengguna Barang T

(T

: 15 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penggtina Barang

. Bendahara Penerimagy
e Bendahara I‘enerimaa_'_i‘t Pembantu

Bendahara Pengeluaran

A0 Bendahara Pengeluaran Fembantu

P11 Pembantu Benddhara Penerimaan

- Pembantu Bendahara Pengeluaran

s Fejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

; Al Tim/Kepanitiaan

SRUAKSANAAN APBD
Asas Umum APBD

Felaksanaan Pendapatan Daersh

Pelaksanaan Belanja Daerah

WEMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH
\ Uang Persediaan (UP)

Ganti Uang Persedia'i_tg'l Guy

Tambahan Uang Persediaan (TU)

-0 Fenibayaran Langsung (LS)

EMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung,

Belanja Langsung........

5.2.1  Belaniz reganwai

5.2.2  Belanjn Batunz dan Jasa

(LT [

5.2.3  Belanja Modut ..eivemvereemserreosesssn. rerercarerasens

DGESERAN ANGGARAN
Ketentuan Daspr Dalam Pergeseran Anggaran,......... R LT R b bt st et

Prosedur Pergeséran Anggaran v )

QPUTAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH
Trosedur Penerilpaalf__l?uerah yang Disefor Melalul Bendahara Penerimann
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NOMOR :  Tahun 2018
GGAL
$2:TANG 1 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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ANGGARAN 2018

" PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
'DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
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1. PENDAHULUAN
1.1 .Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negéra...:%_Elndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah adanya keinginan untuk mengelola
keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Hal tersebut dilaksanakan
melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sejalan dengan berlakunya ketentuan
tersebut, -Peraturan Pemerintah Nomor 5¢ Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
tentarg ‘Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, telah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para
pejabat pelaksana anggaran,

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan
pelaksana program dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai
Bendahara Umum Daerah. Maka, fungsi perbendaharaan dipusatkan di Satuan
Kerja Peagelola Keuangan Daerah. Namun demikian untuk menyelesaikan proses
pembayaran yang bermilai kecil yang harus dilakukan dengan Cepat, harus dibentuk
kas kecl unit pengguna anggaran. Pernegang kas kecil bertanggungjawab
mengelola dana yang jumlahnya dibatasi.

Befgaitan dengan sistem pengeluaran dan pembayaran, dalam rangka
meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah
serta menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratify dan penerbitan
SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah), maka fungsi penerbitan Si'M dialihkan ke
Satuan .[Kerja Perangkat Daerah. Perubahan tersebut - diharapkan dapat

menyedérhanakan proses pembayaran dengan tetap memperhatikan aspek
pengandalian.

Satuan ‘Kerja Perangkat Daerah berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan
Catatan Atas Laporan Keuangan. '

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampury Utara Tahun Anggarsn 2016 adaiah Lintuk membantu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat pengelola anggaran lainnya
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dalam rﬁelaksanakan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta
pelaksanaan pertanggungjawaban dengan baik dan benar.

L

\

2, KEKUAS'EAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Dalam ri%‘}aksanakan APBD, perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
21 Pet___;jegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah datam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan, Bupati selaky pemegang kekuasaaan
pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh
kekuasaannya kepada : (a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah, (b) Kepala SKPKD selaku PPKD, dan (¢) Kepala SKPD selaku.

pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

Bupéti selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,
mempunyai kewenangan :
a. Men'e__:'tapkan pedoman penyusunan APBD.
b. Menétapkan arah dan kebijakan umum APBD.
¢. Menetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara masing-masing SKPD.
d. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
e. "Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, '
f. Menétapkan kuasa pengguna anggaran/barang.
g. N!enetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.
h. Menet‘apkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.

Menggapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
daerah., :

I Al_ﬁenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah.
k. Menetgpkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan, dan
‘. Memerintahkan pembayaran,

2.2 - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

b. Penyﬂ§unan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah,
c. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, '
d

. Penyusunan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, prioritas dan
plafo;n anggaran sementara dan penyusunan APBD. .

e, P-en)?{iaunan dan pelaksanaan kebijakan pengslolaan barang daerah,
Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

g. Penyusunan  Raperda APBD, Raperda Perubahar - APBD, dan
pertapggungjawaban pelaksanaan APBD. a

.Q;

Bj Pedomiih Pelsksanaan APBD 2016 )




-

h. Tugé;-tugas pejabat perencanaan daera_lh, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah.

i. Penyusunan laporan keuangan daerah daiam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, dan

j. Monitering, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang tertuang
dalam APBD. . \

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris
Daerah mempunyai tugas lainnya meiliputi ; i

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah. o
Men-;iapkan pedoman pelaksanaan APBD.

Menylapkan pedoman pengelolaan barang daerah. ’
Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, dan

Meléksanakan jugas-tugas koordinasi perencanaai pembangunan dan

pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa vang dilimpahkan
oleh Bupati. ' -

o o oo

Da(jém melaksanakan tugas sebagai koordinator pengelolaan keuangan

daerah gebagaimana tersebut di atas, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada
Bupati,

7

2.3 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD. mempunyai -
tugas : -

a. Menﬁ:sun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
b.  Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.

¢. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah,

Melaksanakan fungsi BUD.

. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, dan

f. Meléksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2.4, Bendahara Umum Daerah (BUD) 3

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang : =

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.,
Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

b
c. Melt_a;ﬁukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4 _

. Mempberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengsluaran
E‘;as daerah.

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
f. Menetapkan SPD,

g. Menfiapkan pelaksanaan pinjaman dwn pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah.

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
i.  Menyajikan informasi keuangan daerah, dan

Wy Fedoman Pelaksanaan AFBD 2016 3
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] Melaksanakhn kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah.

: Y
PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangan daerah selaku kuasa BUD. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKD
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kuasa BUD diusulkan oleh PPKD dan penunjukannya ditetgpkan dt_angan
keputusan Bupatl. Dalam . pelaksanaan tugasnya, kuasa BUD bertanggung jawab
kepada BUD. Kuasa BUD mempunyai tugas :

a, Menyiapka&;gnggaran kas.

b. Menerbitkan SPD.

c. Menerbitkan SP2D.

d. Menyinipan sgluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah,

e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau
lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

f Mengus;ahalkan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD,

g. Menyimpanfﬁang daerah.

h. iMelaksanakKan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah. '

i. Melakukan ﬁémbayara-n berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah. \

- Melaksanakgh pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan

l. Melakukan Renagihan piutang daerah.

LY

.. 3
PPKD dapat melimpahkan kepada pejahat iainnya di lingkungan SKPKD untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai betikut : -

a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.,

¢. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
d

MenyiapKan “-pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah qgerah.
Melaksanak‘én sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,
f.  Menyajikan informasi keuangan daerah, dan

g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah. ©

2.5 Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah
mempunyai tugas :

a. Menyusun RKA-SKPD.
b. Menyusun DPA-SKPD.

¢. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja.* N

Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
Melakukan péngujian atas tagihan dan memarintahkan pembayaran.

i
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Mela'kukén pemungutan penerimaan bukan pajak.

g. Menadgkan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak Ilain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

h. Menandatangani SPM.

i. Mengelq'ia utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpiq_nya.

j- Mengelola barang mitik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya.

k. Menyusup dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,
l.  Mengawasi pefaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna anggaran/pengguna barang lainnnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati, dan

n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. '

¥

2.6 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang '

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit kerja pada SKPD selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian
kewenarigan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerak, besaran SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau
rentang kerjdali, dan pertimbangan objektif lainnya,

Pelimp:éihan sebagian kewenangan tersebut meliputi :

a. Melakukag tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja. .

b, Melaksagakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

C. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,

d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan.

e. Menand?atangani SPM-LS dan SPM-TU.
Mengawasi pelaksanaan anggaran unit ketja yang dipimpinnya, dan

g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa peéngguna anggaran lainnya berdpsarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. '

e

Pelimpé%han sebagian kewenangan tersebut ditetapkan oleh Bupati atas usulan
Satuan Kerjﬂ_‘Perangkat Daerah. -

Kuasa '&pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas

pelaksanaag. tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, .

2.7 Bendahara Penerimaan

Bupati '_.,"atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk
melaksanalga[_\ tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan~daerah pada SKPD. Bendahara penerimaan merupakan psjabat

fungsional, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD. ' i

Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, 'serta membuka
rekening/giro:pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi

W Pedoman Pelaksanaan APBD 201 6



2.8 -Benq_ahara Penerlmaan Pernbantu

it i i : kepada
Dafam hai Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewgnangan
Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendaha!'a Fenerimaan Pembantu
pada 'unit_:.lkerja terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
!

LY

2.9 Bendahara Pengeluaran
¥ :

Bup;ti' atas usul PPKD rrienetapkan bendahara pengeluaran untqk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaap anggaran belanja
pada SKPD. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara

fungsional:bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku
BUD.* =

Benaahara pengeluaran baik secara lang;sung maupun tidak fangsung dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak-‘ffsebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka

rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi.

2.10 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada
Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada unit kerja terkait ditetapkan dengan Keputusan Bupati. !

2.11 Pe:ﬁbantu Bendahara Penerimaan

Pembantu bendahara penerimaan adalah unsur staf bendahara penerimaan

yang bertugas membantu bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas
perbendaharaan. '

L]

2.12 Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu bendahara pengeluaran adalah unsur staf bendahara pengeluaran

yang bertugas membantu bendahara pengeluaran dalam melaksanakan fugas
perbendaharaan, :

2.13 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Untl_i_ll_s melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD

menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD.
:

PPK-SKPD mempunyai tugas :
a Ménel_itiv kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU. SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

Melakukan verifikasi SPP.

Menyiabkan SPM.

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. . *
Melakganakan akuntans! SKPD, dan

Menyiapkan laporan keuangan SKPD.,

e =~ 0 o0
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"PPK:SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

‘ b i
2.14 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) J

1Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna
anpggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program .dan keg!atan
nenunjuk’ pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. _Pgnunjukan pejalzfat
berdasarkan pertimbangan kompetensi jaba‘an, anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang
ditunjuk dleh pejabat pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya. kepada pengguna anggaran, sedangkan PPTK yang ditunjuk oleh kuasa
pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa
pengguna anggaran. '

PPTK mempunyai tugas antara lain : ‘

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. o

b. Mela’pdrkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. ’

c. Men}i;pkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran belaksanaan kegiatan.
d.

Dokumen anggaran dimaksud huruf ¢ mencakup dokumen administrasi kegiatan
maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

2186 Tim/Kepanitiaan

Dalam  melaksanakan kegiatan PA/KPA/PPTK dapat membentuk
Timeepanitiaan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kebutuhan
kegiatan&alam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. PELAKSANAAN APED

3.1 Asas’Umum APBD

Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah :

a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah.

b. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman kepada RKPD

dalam rangka mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya
tujuan'bernegara. :

C. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

d. APBD, perubahan APBD, dan petanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

e. Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah, -

f. Pendapatan daerah merupakan | perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

g. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya-kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

h. Pe‘ng‘eﬁ[uaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerahi’

i, Pemgfi‘ﬁtah menyusun perkiraan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai

pelaksanaan rencana kerja pemerintah  daerah pada setiap periode
perer_lc_gnae__m.
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I Pen'ciapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBQ
harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur dan aspek kewajaran sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Selurun pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto datam APBD.

§. "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah salam masa 1 (satu)
tahun’ anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

3.2 Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD vang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adaiah :

a. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

b. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.

c. SKIfD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan

daerah,
d. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecugli ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

e. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

f, ‘.Set_i__'ap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

g. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan
jasa-termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah. :

h. Pehé_embalian ‘atas  kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan
pendapatan) dilakuken dengan membebankan pada pendapatan yang

bergangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjsdl datam tahun yang
sama. . '

. Uniuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

}. Pengembalian pendapatan harus dldukung dengan bukti yang lengkap dan sah..

3.3 Pelaksanaan Belanja Daerah

: Pélaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :

a. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja. -

b. Pengeluaran tfidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD,
kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

c. Seliap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.
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d. Bukti yang sah adalah bukii yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang ddn bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dan=
penggunaan bukti dimaksud.

e. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja

yang bersifat {penglkat dan belanja yang bersifat wejib yang ditetapkan dalam
peraturan Bupati.

f. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan.Harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang

cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

g. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas scsial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan soisal.

\

4. PERMINTAAN PEMBAYARAN BELANJA DAERAH

]

Pembayarah_" belanja daerah dilaksanakan melalui mekanisme Usng

Persediaan, Tambahan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Pembayaran
Langsung.

4.4 Uang Persediaan (UP)

a. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan pertama
kali (pada awal tahun) oleh Pengguna Anggaran merupakan uang muka kerja
dengan jumlah tertentu yang dapat diisi kembali (revolving), dan diberikan
kepada béndahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional
kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

b. Berdasarkanthasul pengkajian yang didasarkan atas rencana kebutuhan
pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah, maka
besaran uang persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh
Bupati dilam _Daftar Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

c. Uany persediaan dapat dipergunakan untuk keperiuan belanja langsung selain
belanja  modal yang nilai pengelusrannya tidak melebihi
Rp. 10.000 000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Uang persediaan dapat dipergunakan/dibetanjakan untuk membiayai keperluan
kantor daiam, Jpeberapa kegialan atau dapat digunakan mekanisme panjar.

e. Jang persed.'aan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme penggantian
uang.

f. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat diberikan

apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana UP

yang diterima.»= \ \

4.2 Ganti Uang Persediaan {GU)

a. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) yang terb:tkan oleh
Pengguna Anggaran digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan dan disahkan pertanggungjawabannya,

b. Jumlah SPM-GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang telah
disahkan pertanggungjawabannya

¢. Penggunaan (Iang persediaan dapat dipertanggungjawabkan untuk beberapa
kegiatan.
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d. Jika | Satuah Kerja Perangkat Daerah tidak mempertanggungjawabkan
penggunuan uang persediaan dan mengesahkar.nya, maka Pengguna Anggaran
tidak dapat menerbitkan SPM-GU.

4.3 Tambghai) Uang Persediaan (TU)

a. Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan
pembayarannya tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan atau
uang persediaan tidak mencukupi atau kebutuhan dana yang mendesak dalam
satu -bulan tersebut melebihi jumiah uang persediaan yang telah ditetapkan,

Pengguna Anggaran dapat menerbitkan SPM-TU.

b. Pengajuan SPM-TU harus menyertakan rencana penggunaan déna. dan Surat
Pemyataan::['anggung jawab Pengguna Anggaran.

¢. SPM-TU harus digunakan paling lama satuy bulan 'sejak tanggal SP2D
diterbitkan.;

d. Peﬂangbungjawaban Penggunaan juga harus dilakukan dalam jangka waktu
paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

e. Apabila tamb_ahan uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang
ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah. '

f. Apabila keté’ntuan pada huruf b, ¢, d, dan e tidak dipenuhi, kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

g. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah surat teguran
disampaikan belum juga memenuhi ketentuan huruf b, ¢, d, dan e, maka kepada
SKPD tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang. sepanjang sisa tahun

anggaran berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat memenuhi
huruf b, ¢, d.dan e dalam SKPD tersebut).

h. Untuk pengéjuan SPM-TU berikutnya harus teriebih dahulu menerbitkan SPM

NIHIL yang- melampirkan rekapitulasi belanja atas SPM-TU sebelumnya dan
disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

4.4 Pembayaran Langsung (LS)

L]

a. Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh Pengguna
Anggaran dapat diterbitkan SPM-LS.

b. Semua pengeluaran yang tidax termasuk dalam mekanisme pengeluaran
UP/GU/TU harus digunakan mekanisme pembayaran langsung.

¢. Pembayaran dengan makanisme langsung dapat dilakukan antara lain untuk
keperluan; '

a) Belanja begawai pada belanja tidak langsung.

b) Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon dan
perjalanan pindah tugas.

€) Belanja. bagi hasil, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, kecuali yang
jumiahn}d kurang dari Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),

d) Pembaya”?an pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya
administrasi pinjaman,

e) Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, pembelian barang habis pakai dan
1asa yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),

.-._;{ﬁ
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5. PELAKSANAAN BELANJA DAERAH
5.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
1. Belanja Pegawai

~Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan
anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala

awai negeri sipil,
2. Be.lzianja Bunga .
- Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung

atas*kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian
"pinjaman jangka pendek, jangka menenaah, dan jangka panjang.

3. ' Belanja Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daeran lainnya,
.perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat ‘tidak wajib dan -

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
' . \

4, Bam_uan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang/barang
dari_pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau
masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan tefjadinya resiko sosial.

‘Mekanisme pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih
lanjut  pada Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah.

5. Befnja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan kabupaten/kota yang dibagi hasilkan kepada pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

6. Belanja Bantuan Keuangan

Dig’Qnakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus dari pernerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan

pemerintah  daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan,

7. Belanja Tidak Terduga

«Digunakan untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam.dan bencana sosial yang fidak diperkirakan sebeflumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup.
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5.2 Bela_\r;ija Langsung
Belanja Laﬁgsung terdiri dari :

521 Be{.'an'ja Pegawai
Diijunakan untuk menganggarkan belanja honor atas pelaksanaan kegiatan
yang meliputi :
a. Belanja Honorarium PNS _
b. Belanja Honorarium Non PNS v

‘¢. Belanja Tunjangan Kesejahteraan lainnya.

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya
Kurang darl 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan,

1. Lembur Kerja

Pekerjaan/tugas yang tidak dapat diselesaikan pada jam kerja karena terdesak
waktu penyelesaiannya dapat dikerjakan diluar jam kerja (lembur), dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Kerja Iémbur hanya dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat
penting dan sangat mendesak yang penyelesaiannya tidak dapat ditunda,
der}ga{i_-“terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas dan pendukung lainnya

dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Kepadé pegawai yang diperintahkan menjalankan kerja lembur tiap-tiap kali
selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur,

c. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja Lembur bagi pegawai
adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nemor
65/PMK02/2015 tentang Stanaar Biaya Ma: ukan Tahun Anggaran 201‘ 6. :

d. Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% {dua rafus
persen) dari besarnya uang lembur.

e, Kep-aqg pegawai yang melaksanakan Kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam
berturut-turut diberikan uang makan fembur. '

_‘ 5\

2.Belanja Perjalanan Dinas

Pe!_aksénaan belanja perjelanan dinas jabatan pada APBD tahun anggaran 2016
dilakukakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

c. Eﬁg‘_?nsi penggunaan belanja daerah,

d. Akuntabilitas pemberian perinlah  pelaksanaan perjalanan dihas dan
pen_jébebanan biaya perjalanan dinas.

2. Biaya pérjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati disetarakan dengan Ketua/ Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap Pejabat Daerah, Pegawal
Negeri ‘Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan
dinas, harus memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas {(SPPD) yang diterbitkan/ dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
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Penerbitan SPT dan SPPD Pejabat Daerah, PNS dan PegawaE'Tidak Tetap
dilakukan sebagai berikut : :

a. Bupati.ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara.
b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati Lampung Utara.

¢. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara ditandatangani oleh Bupati
Lampung Utara.

d. Ketuaf.Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara
ditandatangani oleh Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Lampuhg Utara.

e. Asisten. Sekda, Kepala SKPD dilingkungan®  Pemerintah

Kabupaten Lampung Utara ditandatangani Bupati / Wakil Bupati/ Sekretaris
Daeraly,

f. Pegawai Negeri Sipil lainnya yang tidak termasuk pada huruf a s/d e
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris
Daerahr;Kabupaten, Kepala SKPD;

4. Mekanisme’ dan prosedur pelaksanaan perjalanan dinas dan penerbitan Surat

Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan
sebagai berikut '

a. Penandatanganan/ penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) :

1) Perjalanan dinas dalam daerah, Surat Périntah Tugas (SPT) dan Surat
" Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh epala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Penanggungjawab Anggaran

‘sepanjang perjalanan dinas tersebut lamanya tidak melebihi
3 (tiga) hari. :

2) Surat Perintéh Tugas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewarn
Perwakilan Derah (DPRD) Lampung Utara ditandatangani oleh Ketua
Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Lampung Utara.

3) Perjalanan Dinas keluar daerah Kabupaten Lampung Utara, Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT)
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten

Lampung Utara, Asisten Sekretaris Kabupaten Lampung Utara atau
- Kepala SKPD.

4) Perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 3 (tiga) harl, Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT)
‘ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten

Lan_;l_pung Utara, Asisten Sekretaris Kabupaten Lampung Utara atau
-Ke-ggla SKPD.

5) Apabila Kepsla Salusn Kerja Psrangkat Daereh (SKPD) berhalangan,
,maka yang berhak menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) adalah
pejabat yang mewakili.

b. Batas waktu pelaksanaan Perjalanan dinas dilaksanakan maksimum selama
7 (tuiuh).hari.

5, Beberépa }j’ai yang terkait dengan biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2015
vaitu : _

1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebaéai berikut :
a. Uang harian.
Biaya transport.
‘Biaya penginapan.
Udrg representasi.

i ‘ .

P o oo

Sewa kendaraan dalam kota,
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2)" Uaing harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. -Uang makan.
+ ¥
b.” Uang transpor lokal.
¢. Uang saku.
3} Biaya transport sebagairmana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b terdiri
atas -

a. -Perjalanan dinas dari Tempat kedudukan sampai Tempat Tujgan
. keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke te:minal bus/ stasiun/
i 'bandara/ pelabuhan keberangkatan. s

b. Retribusi yang dipungut diterminal bus/ stasiun! bandara/ pelabuhan
& keberangka*an dan kepulangan. _-

4) Bia"fa penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
~ biaya yang diperlukan untuk menginap '
a. di Hotel.
, b.~"di tempat menginap lainnya.

5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.; Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
"“persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam
_Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan
--secara lumpsum.

6) U%‘pg representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan
Eselon Il pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan hanya dalam
- rangka petaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e
dapat diberikan kepada pejabat daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas
di .Tempat Tujuan. Sewa kendaraan tersebut sudah termasuk - biaya
pengemuci, bahan bakar minyak, dan pajak.

6. B'iaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 3 {tiga) ting}kat, yaitu ;

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
b.. Tingkat B untuk Pejabat Eselon Ii.

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon ili/ PNS Golongan IV, Pejabat Esslon IV/
PNS Golongan Ili, PNS Golongan Il dan |.

7. Penyetaraan tingkat biaya perialanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap/ Non
PNS yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara ditentukan
oleh KPA sesuai dengan lingkat pendidikan/ kepatutan/ lugas yang
bersangkutan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

8. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan lingka_t biaya perjalanan dinas
dengan ketentuan sebagai berikut : -

a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi
rsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016,

tegcantum dalam lampiran 1i yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

b. Biaya transport beriaku at-cost sesual dengan pengeluaran riil yang
' ditunjukkan dengan bukti pengeluaran yang sah dan merupakan batasan
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

I
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65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016._
tercantum dalam lampiran !l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

c. Biaya penginapan beriaku at-cost sesuai dengan pengeluaran rill yang
ditunjukkan dengan bukti pengeluaran yang sah dan merupakan batasan
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016,_
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum per hari saat melaksanakan
perjalanan dinas khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota DPRD dan Eselon il sebagaimana tercantum dalam lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e. Sewa kendaraan dalam kota berlaku at-cost sesuai dengan pengeluaran riil
yang ditunjukkan dengan bukti pengeluaran yang sah yang merupakan
" bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

3. Pen&fdikan dan Pelatihan, Seminar atau Lokakarya

_ .

:(épada Aparatur Pemerintah Daerah yang mengikuti atau melaksanakan
penuidikantugas belajar, izin belajar pendidikan dan pelatihan penjenjangan serta
kursus atau kegiatan yang sejenis diberikan bantuan biaya yang besarnya
disesuakan dengan kemampuan keuangan da« rah :

Uritukfhendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, dapat dibentuk
panitia atau tim peiaksana/penyelenggara dan ditunjuk * penatar/narasumber/
penceramah serta moderator/pendamping pengajar. -

Pemb’érian honorarium kepada panitiaftim, penatar/narasumber/ penceramah
serta moderator untuk kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi atau sejenisnya
disesuaikan antara materi dengan waktu yang tersedia,

5.2.3Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset tetap yang berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setelah sebelumnya tiga kali mengalami

perubahan’ yaitu dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun
2012 serta Perpres Nomor 172 tahun 2014.

Setia%ﬁ?egiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki
unsur belghja modal harus melampirkan Surat Permintasn Pencatatan Asat Daerah
(SPPAT) yang dilampirkan pada saat proses pencairan.,

Exs

6. PERGESERAN ANGGARAN

6.1 Ketentuan Dasar Dalam Pergeseran Anggaran

a." Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belfanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.,

b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
-dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.
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d. Pérgeseran anggaran sebagaimana dimaksud huruf (b} dan huruf (c)
dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan peraturan daerzah tentang perubahan APBD.

e. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
be]gnja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang
APBD.

f. Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau
pefigurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada huruf {a),

- harus dijelaskan dalam kolom kelerangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran perubahan APBD. :

g: Pergeseran sebagaimana dimaksud huruf (b) dan huruf (c) diatur dalam
Peraturan Kepala Daerah.

6.2 Prosédur Pergeseran Anggaran

Jika SKPD akan melakukan pergeseran anggaran, maka mekanisme dan
prosedur yang harus dilakukan oleh Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Membuat surat usulan pergeseran anggaran disertai dengan alasan melakukan
pergeseran anggaran,

b. Surat usulan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja

disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk
memperoleh persetujuan,

¢. Surat usulan pergeseran antar objek belanja dalam jenis befanja disampaikan
Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan,

d. Surat usulan tersebut dilengkapi dengan :

*

< Alasan melakukan pergeseran anggaran (diuraikan secara lengkap dan jelas
.mengapa mengusulkan pergeseran anggaran).

< Daftar pergeseran anggaran yang memuat antara iain : Nama dan kode
feltening kegiatan, kode rekening belanja sebelum perubahen (barikut
anggarannya), kode rekening belanja setelah perubahan {berikut
anggarannya), dan penjelasan besaran perubahannya.

e. PPKD menganalisis substansi dan teknis usulan pergeseran anggafan SKPD
anakah gapa; dilakukan atau tidak sesuai ketentuan perundangan yang beriaku.

f. Usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja da'am objek belanja

dibalas oleh PPKD bersama dengan SKi’D pengusul dan unsur TAPD jika
diperlukan,

g. Usulan:pergeseran q‘anggaran antar objék belanja dalam j\enis belanja dibahas
oleh TAPD bersama dengan SKPD pengusul. '

# g
N. Pelaksanaan pergeseran anggaran : dapat dilakukan setelah persetujuan
pergeseran anggaran ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.’

I Pergeseran anggaran yang telah disetujui ditata dalam perubahan APBD
dan!a!a_u_ dilaporkan dalam laporan realisasi APBD.

4
e :

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH:

Pene"?imaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang

telah ditunjuk setelah kuasa BUD menerima nota kredit yang dilakukan dengan cara,
yaitu: - *.

a. Disetor ke bank oleh pihak ketiga
b. Disetor. melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
C. Diseto:;n%elalui bendahara panerimaan pembantu oleh pihak ketiga

rjf__-,
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7.1 Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara
Pencrimaan .
Pr_oseﬂur penatausahaan penerimaan daerah melalui bendahars penerimaan

divraikan sebagai berikut :

a. PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)
menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKR Daerah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
yang memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR
Daerahrcj_ibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada :

1) Lembar kesatu kepada waijib pajak daerah/wajib pajak retribusi daerah
2) Lembar kedua kepada bendahara penerima di SKPD
3) Lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SKPD penerbit

e. Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wzjib pajak retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerima. . :

f. Bendahara penerimaaan menerima dan menghitung setoran uang dari wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

g. Membuht tanda bukti pembayaran/TSP/bukti lain yang sah rangkap 3 (tiga) dan
mendistribusikannya masing-masing :

1) Lembar kesatu untuk waijib pajakiwajib retribusi
2) Lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara penerimaan -

h. Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini ke dalam Buku Kas
Umum dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.

i. Berdasarkan Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bendahara Penerimaan Membuat

STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian objek pendapatan
serta jumlah total pendapatan.

j. Bendahara penerimaan men)ietorkan vang ke Bank pada hari tersebut setelah
penerimaan diterima dengan menggunakan STS.

k. Bank méherima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.
Bank'kemudian menyerahkan :

1) STS lembar kesatu dan kedua yang telah di validasi kepada bendahara
penerimaan.

2) STS lembar kedua yang telah divatidasi kepada bendahara penerimaan
pembantu.

3) STS lembar ketiga sebagai arsip bank.

4) Nota kredit/bukti transfer kepada kuasa BUD c.q. UPTD Kas Daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara
wntuk dibuat rekapitulasinya.

I Berdasarkan STS lembar kesatu dan kedua, bendahara penerimaan kemudian
membdkukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku

=

Pembantu Perincian Obyek Pendapatan.

m. Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan’ penerimaan yang
dikelolanya dalam bentuk Laporan Perianggungjawaban Bendahara Penerimaan
setiap balan paling fambat tanggal 5 bulan berikutnya.

4

7.2 P:i'os,edur Penerintaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara '

Penerimaan Pembantu

Dalain hal daerah yang karena kondisi geografis wajib pajakiwajib retribusi
tidak memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan setoran
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dinilai ferlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang ter§ebar,
penatausahaan penerimaan daerah dapat ditakukan oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu.

Prosedur penatausahaan penerimaan daerah melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu ;

a. PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah)
menerbitkan SKP Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR
Daerah) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
yahg!itemiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP Daerah dan SKR
Daerah dibuat rangkap tiga yang didistribusikan kepada :

1) Lembar kesatu kepada wajib pajak daerahAwaijib retribusi daerah
) Lerbar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di SKPD
3) Lembar ketiga sebagai Arsip PPKD/SKPD penerbit .

b. Berdasarkan SKP atau SKR yang diterima, wajib pajak dacrah atau wajib
retribusi daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan pembantu.

c. Bendahara penerimaan pembantu menerima dan menghitung setoran uang dari

wayjib; pajak daerah atau wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan
arsip SKP atau SKR fembar kedua.

d. Membuat tanda bukti pembayaran/TBP/Bukti lain yang sah rangkap tiga dan
mendistribusikannya masing-masing : '

1) Lembar kesatu untuk wajib pajak atau wajib retribusi

2) Lembar kedua sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang
nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan

! 3} Lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu

e. Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencatat penerimaan ini ke dalam

buku' -kas penerimaan pembantu dan buku rekapitulasi penerimaan harian
pembantu.

f. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, bendahara penerimaan
pembantu membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan perincian
obyek pendapatan serta ji:miah total pendapatan.

g. Men%lorkan uang ke bank selambat-lambatnya jam tertentu setiap hari kerja
dengan menggunakan STS.
“Bendghara penerimaan pembanty tidak diperkenankan menyimpan uang funai
lebih:dari 1x 24 Jam, Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga malebihi batas waktu
penyetoran dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.”

: h. Bankmenerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kradit.
; Bank kemudian menyerahkan :

1) STS lembar kesatu semertara disimpan bendahara penerimaan pembantu
yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan.
2) STS lembar kedua yang telah di validasi kepada bendahara penerimaan
- pembantu.
3) 818 lembar ketiga sebagai arsip bank. ‘
4} Nota Kredit/Bukti transfer kepada KUASA BUD c¢.q. UPTD Kas Daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara
untuk dibuat rekapitulasinya.

" i. Berdasarken STS lembar kedua, Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian
membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu dan
Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

i Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan penerimaan yang
dikelolanya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu/SPJ Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan setiap bulan paling
lambat tanggal 5 bulan berikunya.

)

B} Pedonian Pelaksanaan APBD 2016 18

I
vy



"

¥

7.3 Pe&anggungjawaban Bendahara Penerimaan

L}

| Prosedur pertanggungjawaban penerimaan daerah melalui E!endahara
Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu diuraikan sebagai berikut :

a. Bendahara Penerimaan Pembantu  wajib menyampaikan_ laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud
dilampiri dengan : .

1} Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu

2) Bq'ku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan

3) Buku Rekapitulasi Penerirnaan Harian Pembantu, dan

4) Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah

b. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan milik bendahara penerimaan pembantu.

c. Atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang ada dan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan
secara periodk membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada
Kepala SKPD melalui PPK SKPD. Bendahara penerimaan juga membuat
laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku
BUD ¢.q. UPTD Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Utara setelah diotorisasi Pengguna Anggaran
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. \

d. L‘api;ii_‘hn pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan dilanipiri dengan :
1) Biku Kas Umum
2) Eigku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan
. 3) 'Buku Rekapitilasi Penerimaan Hatian, dan .
4) Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang ;sahl

e. Laporan pertanggungjawaban penerimaan pembantu dibuat rangkap 2 (dua) dan
disampaikan :

1} Lembar kesatu kepada bendahara penerimaan
2) fembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu

: f. Laporan Pertanggungjawaban Administratif Bendahara Penerimaan dibuat
: rangkap 2 (dua) dan disampaikan :

1) Lembar kesatu kepada kepala SKPD melaui PPK SKPD
2) 'lf."e_mbar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan

_ g. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Psnerimaan dibuat
4 rangkap 4 (empat) dan disampaikan :

1) Lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. UPTD Kas Dasrah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

2) Lembar kedua kepada kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

3) Lembar ketiga kepada PPK SKPD
4) ,ggmbar keempat sebagai arsip bendahara penerimaan.

h. Kuasa BUD c.q. UPTD Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset-Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD yang paling
“lambat dikiimkan tanggal 10 bulan berikutnya dalam, rangka rekonsifiasi
penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analigis diatur
dalam peraturan Kepala Daerah. '
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i. Pengguna anggaranfkuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas

yang dikelola oleh bendahara penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) ka_li
dalam 3 {tiga) bulan.

j. Bendahara Penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh

bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
{tiga) bulan.

k. Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dan 7 dituangkan dalam
beritaicara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan kas.

9. PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Perfatausahaan pengeluaran daerah meliputi penerbitan Surat Penyediaan
Dana (SPD) sebagai dasar pengeluaran kas atas beban APBD, pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM),
penerbitafi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengelolaan uang persediaan
dan pertanggungjawaban belanja. Rincian prosedur pengeiuaran yang terkait
dengan pengeluaran daerah sebagai berikut :

84 Penyusunun dan Pengesahan DPA-SKPD

Setelah Peraturan Daerah APBD atau Peraturan Bupati tentang .APBD
ditetapkan, Kepala SKFD segera menyusun DPA-SKPD. Proses penyusunan dan
pengesahan DPA-SKPD dilakukan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang APBD masing-masing Kepala SKPD dan
SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.

b. DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

¢. Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui, dilakukan
verfikasi DPA-SKPD.

d. Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran) dibantu cleh
anggota/unsur TAPD.

e. Kepéla SKPD menyempurnakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD,
dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada Tim Verifikasi untuk disetujui.

Persetujuan Tim Verifikasi ditakukan dengan memaraf masing- masing dokumen
DPA-SKPD.

f. Hai-;-i_g Penyerﬁpurnaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKD) untuk diproses lebih lanjut
pengesahaannya.

8.2 Pehyusunan Anggaran Kas

' Anggaran Kas disusun berdasarkar perkiraan penerimean daerah setiap
bulannya dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap - bulannya, Prosedur
pehyusunan anggaran kas sabagai berikut: ‘

a. Dipas Pendapatan Daerah menyusun rencana pendapatan daerah setiap
- bulannya berdasarkan realisasi perbulan pendapatan daerah tahun sebelumnya.
'Informasi dan data yang digunakan adalah daftar ‘perkiraan pendapatan daerah

yang diterima oleh masing-masing SKPD yang memiliki anggaran pendapatan.

b, Rencana pendapatan sebagai mana huruf (a) disampaikan kepada PPKD Badan
Pengelclaan Keuangan dan Aset (BPKA) untuk dikonsolidasikan dengan
rencana penerimaan daerah, dan dikonsolidasikan dengan rencana pengeluaran
daerah.
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c. BPKAD.(Bidang Anggaran) menyusun rencana penerimaan daerah tahun 2016
setiaplfb‘ulannya berdasarkan data dan Informas! dari Dinas Pendapatan l'?aerah |
huruf (a) dan penerimaan dana perimbangan, serta penerimaan pem.blayaan
daeran’ Untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran pene!'imaan dlmgksud
Kepala Bidang Anggaran dapat menggunakan data dan informasi historis
penerimaan daeratiper bulan tahun sebelumnya. .

d. Berdaéarkan anggaran penerimaan daerah sebagaimana d.irqqksuq huruf (c),
Bidang“’Anggaran menyusun anggaran kas daerah yang terdiri dari anggaran

penerimaan daerah dan anggaran pengeluaran daerah yang diperkirakan terjadi
pada tahun 2016. :

e. Rencana pengeluaran setiap bulannya, disusun berdasarkan perkiraan

kebutthan pengeluaran SKPD dan SKPKD setiap bulannya dengan
" mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan, pembayaran belanja tidak langsung
3 dan pengeluaran pembiayaan yang akan dilakukan setiap bulannya selama

tahun 2016, serta kepastian ketersediaan kas daerah dalam melakukan
pembayarannya.

f. Rencana penerimaan daerah setiap bulannya dan rencana pengeluaran daerah
setiap bulannya, dikonsolidasikan menjadi anggaran kas daerah setiap bulannya

selama satu tahun anggaran. Konsolidasi tersebut disiapkan dan disusun oleh
Bidang Anggaran.

g. Anggaran Kas menjadi dasar bagi PPKD untuk menerbitkan Surat Penyediaan
Dana setiap SKPD.

8.3 Pegerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

«8SPD. dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas adalah
kemampuan daerah dalam mengatur jumiah penyediaan dana kas bagi setiap
SKPD, BUD harus mampu memperiirakan kemampuan keuangan PEMDA dalam
memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD digunakan untuk penyediasn dana bagi
tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.

: Untglk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat
] dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD
' membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan,

Uraian Prosedur Penerbitan SPD, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Anggaran Kas dan DPA, Kepala SKPD mengajukan permohonan
penecpitan SPD kepada FPKD selaku BUD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) SPD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung diajukan setiap
buian.

2} Jumlah SPD untuk masing-masing bulan disesuaikan dengan anggaran Kas
untuk bulan yang bersangkutan.

b. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada Badan PengelolaanKeuangan dan Aset
Kabupaten Lampung Wara menerima Surat Permohonan Penerbitan SPD,
kemudian memeriksa kebenaran jumlah permohonan penerbitan SPD tersebut
dengan jumiah menwut DPA dan Kariu Pengawasan Penyediaan Dana untuk
memastikan masih tersedia dana dalam DPA-SKPD yang bersangkutan serta
mengecek ketersediaan dana dalam Kas Daerah melalui Kartu Pengawasan
Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD.

c. Jikatidak benar, maka surat permohonan tersebut dikembalikan kep'ada Kepala
SKPL, Jika benar, maka kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara menylapkan
konsep SPD dan diserahkan ke PPKD selaku BUD untuk dievaluasi dan
mendapatkan persetujuan.

i L
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d. PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima dari
Kuasa BUD c¢.q. Bidang Anggaran pacda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Lampung Utara. Apabila ditemukan kesalahan, koreksi yang
diperiukan dituangkan dalam lembar konsep SPD . PPKD selaku BUD kemudian
menandatangani dan menyerahkan konsep SPD kepada Kuasa BUD untuk
diterbitkan SPD. .

e. Kuasa BUD menyiapkan SPD dan lampirannya dalam rangkap 5 (lima)
kemudian diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi. :

f. SPD yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD selanjutnya dikirimkan kgpada:

1) Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Lampung Utara (SPD lembar ke-1).

. 2) Kuasa BUD c.g. Bidang Perbendaharaan pada Badan ‘Pengelolaan
'5 Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara (SPD lembar ke-2}.

3} Inspektorat Kabupaten Lampung Utara (SPD lembar ke-3). |

4) Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
* ket Kabupaten Lampung Utara (SPD lembar ke-4) :

5) Képala SKPD (SPD lembar ke-5), untuk selanjutnya digunakan sebagai
dasar pengajijan SPM. '

¥ \

g. Berdasarkan SPD lembar ke-1, Kuasa BUD c¢.q. Bidang Anggaran Pada Badan
Pengélolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utar? mancatatnya dalam
register SPD dan Karlu Pengawasan Penyediaan -Dana dan Kartu
Pengawasanan Penyediaan Dana Per Ke giatan.

h. Pada akhir harl kerja, Kuasa BUD cq. Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara mengisi data Kartu

Pengawasan Dana Tersedia untuk penerbitan SPD sebagai dasar penerbitan
SPD dihari berikutnya.

i Berdasarkan SPD lembar ke-2 Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

‘membukukan SPD ke Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan Realisasi
Anggaran.

8.4 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran dan/ atau
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan
permintaan pembayaran. Jenis-jenis SPP sebagal berikut :

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan
(UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun.

b. SRP Ganti Uang (SPP-GU), dipergunakan untuk mengganti UP, yang sudah
tetpakai. '

¢ 'SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk memintakan

tar_gbahan uang, apabila ada pengeluaran yan sedemikian rupa sehingga saldo
- UP:tidak akan cukup untuk membiayainya.

d. SPP langsung (SPP-LS), dipergﬁnakan untuﬂ pembayaran langsung dengan
jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi :

1) SPP-LS Gaji dan Tunjangan

2)- SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3

3) SPP-LS Barang dan Jasa Pembayaran kepada Pihak ke-3
4) SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD

e. SPP UP/GU/TUILS disiapkan dalam satu berkas pengajuan SPP yang terdiri
dari :

1) Surat Pengantar SPP
2) Ringkasan SPP
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3) Rincian SPP
4) Sal;nan SPD
5) Dokumen lain yang diperiukan

8.5 Pengajuan SPP UP \

Peny,i"ﬁpan dan pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Besaran hilai uang persediaan yang diajukan ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah. -

Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan
konsep surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeiuaran-
pengeluaran selain uang persediaan.

1. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-UP

Mekaj_{isme dan prosedur pengajuan _SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai
berikut © .

a. Dengah memperhatikan anggaran dalam DPA-SKPD, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya datam satu berkas pengajuan.

b. Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD metlalui petugas
penerima SPP, ’

¢. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-UP dan
mengisi chek list kelengkapan berkas pengajuan S_PP.

d. Petugas penerima SPP dapat meminta Bendahara Pengeluaran untuk
rpele‘ngkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan chek
list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

e. F?et(ggas penerima SPP kemudian memberi paraf pada chek list kelengkapan
berkas pengajuan SPP, membuat/ menandatangani tanda terima SPP-UP
berkehaan dan m‘encatatnya dalam register penerimaan SPP.

f. Berkas pengajuan SPP-UP yang telah lengkap peserta chek list kelengkapan

berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petuges penerima SPP
kepada PPK-SKPD.

g. PPK}'SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi :

1) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan
' ‘yang berlaku, '

2) sMemeriksa jumiah rupiah SPP-UP sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;

h. Dalam ha! dukomen SPP-UP tidak lengksp dan/atau sah, PPK-8KPD

“menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP selambat-lambatnya 1

' hari-sejak berkas SPP-UP diterima dan mengembalikan berkas SPP-UP kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.

i. Dalam hal dukomen SPP-UP lidak lengkap danfatau sah, PPK-SKPD
menyiapkan SPM-UP selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-UP
diriyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat pernyataan pengajuan SPP-
up Pengguna Anggaran untuk mendapatkan otorisasi Pengguna Anggaran.

. - Betkas SPP-UP dibuat 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut :
1.- SPP-UP Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD;
2. -:iSPP-UP Lembar 2 untuk Kuasa BUD ¢.q. Bidang Perbendaharaan BPKAD;

2
3+ SPP-UP Lembar 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran untuk dicatat dalam
£ Register SPP. ='

k._' Penyiapan SPM-UP selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-UP
d_flpyatakan lengkap dan sah. :
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Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-GU

&

Penﬁiap_an dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara

pengeluaran besarnya penggantian uang persediaan {pengisian kembali UP) yang
dapat diajukan adalah setelah dana UP tersisa 20%. '

Unt_uk"‘ mengajukan SPP-GU, berkas pengajuan SPP-GU harus ditampiri

dengan : "% . '

a.

c.

Konsep surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran yang menyatakan
bahwa; uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran selain ganti uang persediaan.

SuratiPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Administratil) atas
penggunaan dana UP/GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-bukti
pendukungnya. '

Rincian Pengeluaran Per Rincian Objek Belanja.

Secara ri@i prosedur pengajuan SPP-GU adalah sebagai berikut :

a.

Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-GU yang akan
diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika
ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu mengajukan
permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

Berdasarkan SPD lembar kesatu yang ditesima dari pengguna anggaran dan
SPJ serta salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU
beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan.

Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP.

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-GU
dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

Petugé’s penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk

melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-GU sesuai dengan check
list ke'lléngkapan berkas pengajuan SPP.

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP.

Berkas pengajuan SPP-GU yang telah iengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP se¢lanjutnya diserahkan oieh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD.

PPK SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-GU meliputi :

1" Memeriksa secara rinci kelengkpan dan keabsahan SPP-GU beserta
lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh’ keyakinan bahwa tagihan tidak meiampaui batas pagu
anggaran.

Dalam_ hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau szh, PPK-SKFD
menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU selampat-lambatnya 1
hari sejak berkas SPP-GU diterima dan mengembalikan berkas SPP-GU kepada
berdahara pengeluaran untuk diperbaiki.

Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
dan Konsep SPM-GU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran,

Penéguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU yang
diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang
diperiukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran kemudian

[
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menandatangani dan  menyerahkan  konsep  Surat  Pengesahan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU untuk
diterbitkan SPM-GU.

I.  Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan SPP-GU
dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :

1. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD .

2. Lg_i‘.'nbar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

3, Lembar 3 untuk Kuasa BUD c¢.q. Bidang Akuntansi pada Barian Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

4, Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran

m. Beidasarkan SPP-GU lembar 4, Bendah: ra Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-GU dalam register SPP.

n. Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU
d:nyatakan lengkap dan sah.

3. Mekan__l_sme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah menerima
pemeberitahuan tentang keperluan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang

mendesak harus dilaksanakan dari PPTK, sementara dana UP tidak cukup untuk
membiayai keglatan berkenaan.

Untuk mengajukan SPP-TU, berkas pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan :

a. Konsep surat pernyataan tangguang jawab™ pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa :

1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperiuan mendesak
yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan

2) Apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas Daerah

3) 'E}glak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara
~ langsung

b. Surat Keterangan yang memuat rincian rencana pengguanaan dana tambahan
uang; ipersedlaan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaren.

Rekenlng Koran yang menunjukkan saldo terakhir pada SKPD (jika diperiukan).

Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana TU sebelumnya.

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TlJ adalah sebagai berikut :

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-TU yang akan diajukan
didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata
tidak: tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan
SPD kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

b. Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari pengguna anggaran dan

salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-TU beserta
Iamplrannya dalam 1 (satu) berkas pengajuan,

¢. Berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalut petugas
penerima SPP.

d. Petugas Penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-TU
dan mengisi chek list kelengkapan berkas pengajuan SPP,

e. Petugas Penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-TU sesuai déngan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

iy
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¢ Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-TU berkenaan dan mencatat dalam register SPP. !

g. Berkas Pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list kelgngkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penenma SPP
kepada PPK-SKPD. o

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi

1)--Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta
_lampiran sesuai dengan ketentuan y2ng berlaku
2).- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
. 'memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran

i Dalam dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan
konsep surat penolakan penerbitan SPM-TU selambat-lambatnya 1 hari sejak
berkas SPP-TU diterima dan mengembalikan berkas SPP-TU kepada bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki.

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Konsep SPM-TU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran.

K. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang diterima
dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperiukan
+ fiijuangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran kemudian

menandatanglini dan menyerahkan konsep SPM-TU untuk  diterbitkan
SPM-TU. :

l S__E‘P-TU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :

1)" Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD

2)- Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Lo Pengelolaan Keuangan dan Aset ({abupaten Lampung Utara :
. 3} Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan
' % Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
4) Lembar 4 untux arsip Bendahara Pengeluaran

i

Berdasarkan SPP-TU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-TU dalam register SPP.

“m.

n. Penyiapan SPM-TU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-TU dinyatakan
- lengkap dan sah. |

[

| 4, Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SRéI\.S Gaji dan Tunjangan

« Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gajiftunjangan .dilakukan oleh
bendahara pengeluaran, Untuk pengajuan SPP-LS Gajiffunjangan, berkas

pengajuan SPP harus dilampiri dengan:
a. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas
b, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gali Berkala

c. '.__'Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,
- o Surat Parnyalaan Melaksankan Tugas

d. Daftar Keluarga (KP4}, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte keiahiran, SKPP.
e. %'Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas

_ £ Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Suré{ Pindah, Surat Kematian
g. .SSP PPh Pasal 21

. Kelengkapan tersebut diatas sesuai peruntukanya. Jika SKPD belum
menggunkan software aplikasi gaji, daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
disiapkan oleh kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Kabupaten Lampung Utara.
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Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai
berikut: :

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan Tunjangan
yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-
SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus

" mengajukan permohonan SPD kepada kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran.

b. Berdasarkan Daftar Gaji Indul/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
. Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharan pada
" Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten.Lampung Utara, dan

m@perhatikan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD, bendahara

pengeluaran menyiapkan SPP-LS Gaji dan Tunjangan beserta lampirannya
‘dalam satu berkas pengajuan.

c. Be‘“ﬁ(as SPP-LS Ggji dan Tunjangan kemudian diserahkan. kepada PPK-SKPD
- melalui petugas penerima SPP.

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS Gaji
dan Tunajangan dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

e. Pe’iugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran ' untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
- kelengkapan berkas pengajuan SPP, membantu/menandatangani tanda terima
SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP.

g. Berkas pengajuan SPP kemudian memberi tanda tangan pada check fist

kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD.

h. PPK-SKPD melakukan penguijian atas berkas pengajuan SPP meliputi:

1) Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-LS Gaji dan -
Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2). Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran

i.” Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan tidak’ lengkap dawn/atau sah,
PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-%aji dan
Tunjangan sqlambat-lambainya 1 hari sejak berkas SPP diteffna dan
mengembalikan berkas SPP kepada bendahara pengeluarar. untuk diperbaiki.

J; Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangar; telah lengkap dan sah,

PRK-SKPD menyiapkan konsep SPM-LS Gaji dan Tunjangan untuk diotorisasi
‘Péngguna Anggaran,

k. Pengguna Anggran melakukan evsluasi atas konsep SPM-LS Gaji dan

., Tunjangan yang diterima dari PPK-SK,?D. Apabila ditemukan adanya kesalahan,
koreksi yang diperlukan ditungkan dalam lembar konsep. Pengguan Anggran
kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-LS Gaji dan
Tunjangan untuk diterbitkan SPM-LS Gaiji dan Tunjangan.

£
Lk SPP-LS Gaiji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi;
1) Lembar 1 untuk Pengguna Anggran atau PPK-SKPD

2) Lembar 2 untuk kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
+ Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

3} Lembar 3 untuk kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badgn Pengelolaan
-~ Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara '

4} Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran

m. Berdasarkan SPP-LS lembar 4, bendahara pengeluaran mencatat penerhitan
‘SPP-LS dalam register SPP.

.n. Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas
SPP-LS Gaji dan Tunjangan dinyatakan lengkap dan sah.
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5. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak
Ke-3 .0 : -

S

SPP-LS-Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 digunakan untuk membiayai belanja
internal SKPD selain Gaji dan Tunjangan, sepeiti : Lembur, Honor, Gaji non PNS
(Tenaga Xontrak), dan SPPD Pindah. Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non
Pihak keé-3 dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Untuk® pengajuan SPP-LS lembur. berkas pengajuan SPP harus dilampiri
dengan:

a. Daftar ﬁémbayaran perhitungan lembur yang ditanda tangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat yang ditunjuk dan bendahara
pengeluaran :

b. Surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur
SSP PPh pasal 21

Untuk pengajuan SPP-LS honor dan gaji non PNS, berkas pengajuan SPP
harus dilarhpiri dengan:

a. Surat keputusan tentang pemberian honor dan atau vakasi

b. Daftar pembayaran honor/vakasi yang "ditandatangani oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat yang ditunjuk dan bendahara
pengelqaran. serta pegawai penerima honor/vakasi

¢. Surat %putusan tentang pengangkatan pegawai non PNS

d. Daftar .Pembayaran honor pegawai non PNS ditandatangani oleh pengguna
anggargn/kuasa pengguna anggaran/pejabat yang ditunjuk, bendahara
pengeluaran serta pegawai non PNS penerima

e. Daftar hadir penerima honor
f. SSP PPh pasal 21

Untuk pengajuan SPP-LS SPPD Pindah, berkas pengajuan SPP juga harus
dilampiri dengan: :
a. SK Mutasi/Pindah
b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ke-3
adalah sebagai berikut:

a. B_endahara Pengeluaran memastikan Bahwa jumiah SPP-LS yang akan diajukan
didukung dengan ketersediannya dana dalam SPD dan DPA-SKPD dalam
jumlah yang cukup. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih

dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada kuasa BUD melalui
Pengguna Anggaran. "

b. Berdasarkan SPD dan DPA-SKPD, bendahara pengeiuaran manyia!pkan SPP-
LS Barang dan Jasa Non pihak ke-3 untuk pembayaran lembur, honor, gaji non
PNS (tenaga kontrak) dan SPPD pindah beserta lampirannya daiam satu berkas
pengajuan.

c. Berl{ég. SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 kemudian diserahkan kepada
PPK-§KPD melalui petugas penerima SPP.

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas_.peiigajuan SPP-LS
Baran_g dan Jasa Non Pihak ke-3 dan mengisi check list kelengkapan berkas
pengajuan SPP.

e. Petugas penerima SPP dapat meminta pendahara pengeluaran untuk
meléngkapi kekurangan daiam berkas pe.\gajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non
Pihak ke-3 sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP.
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f. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ke-3 berkenaan dan mencatatnya dalam
reglster penenmaan SPP.

g. Berkas Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 yang telah lengkap
beserta check list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya dlserahkan
oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD.

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:

1} Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-LS Barang dan

Jasa Non Pihak Ke-3 beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

L

2) Memeriksa keteraedlaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
mem‘peroleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan t'dax melampaui
batas’ _pagu anggaran.

i. Dalam hal dokumen SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 tidak lengkap
dan/’ atau, sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan
SPW- LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 selambat-lambatnya 1 hari sejak

oerkas SPP diterima dan mengembalikan berkas pengajuan SPP kepada
bendaliara pengeluaran untuk diperbaiki.

j. Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 telah

lengkap “dan sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep SPM-LS Barang dan Jasa
Non Pihak ke-3 untuk diotorisasi Pengguna Anggaran.

k. Penggurﬁa Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-LS Barang dan Jasa
Non Pihak ke-3 yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya
kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna
Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-LS

Barang dan Jasa Nen Pihak ke-3 untuk diterbitkan SPM-LS Barang dan Jasa
Non Pihak Ke-3.

. SPP-LS -'Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 dibuat dalam rangkap 4 dengan
distribusi

1) Lembar 1 untuk pengguna Anggran atau PPK-SKPD

2) Lembar 2 untuk kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

3) Lembar 3 untuk kuasa BUD ¢.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

4) Lembar 4 untuk arsip bendahara pengeluaran

m. Berdasaé:"kan SPP-LS lembar 4, bendahara pengejuaran mencatat penerbitan
SPP-LS dalam register SPP.

n. Penylapan SPM-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 selambat-lambatnya

2 hari sejak berkas SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 dinyatakan
lengkap dan sah.

6. Mekaniéme dan Prosedur Pengajuan SPP-L.S Barang dan Jasa untuk
Pembayaran Pihak Ketiga

Penyiapan dokumen pendukung SPP-L.S untuk pambayaran pengadaan
barang/jasa kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD yang menangani
kegiatan pengadaan Dbarangfjasa bersangkutan untuk disampaikan kepada
bendahara penge!uaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada
pihak ketiga harus dilampiri dengan syaral-syarat berupa dokumen pengadaan
barang dan jasa antara lain .

a. Salinan Surat Penyediaan Dana
b. Faktur pajak beserta SSP yang ditandatangani Waiib Pajak
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¢. Kontrak/SPK antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak: ketiga
yang me’rgcantumkan nomor rekening bank pihak ketiga -

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acéra Serah Terima Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran

Jaminan uang muka dan pemeliharaan

Jika Pihak ketiga berhalangan untuk mengambil dan mencairkan SP2D, maka
harus melampirkan Surat Kuasa pengambilan dan pencairan SP2D dilengkapi
dengan nomor rekening bank yang dituju yang diketahui oleh notaris dan
melampirkan KTP masing-masing pemberi dan penerima kuasa

i. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga, PPTK,
diketahui PA/KPA :

"} Surat jaminan bank

k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta

unsur- panitia penerima hasil pekerjaan berikut lampiran daftar barang yang
diperiksa

sa ™0 8

l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar
wilayah kerja '

m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK
apabila pekerjaan mengaiami keterlambatan

n. Foto/ dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan

0. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat
pemberitahuan jamspstek}

L3

p. Khusud:untuk pekerjaan konsuitan yang perhitungan harganya menggunakan
biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan wakiu
pekerjaan dan bukli, penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeludran lainnya berdasarkar rincian dalam surat penawaran

Kélengkapan tersebut diatas digunakan sesuai peruntukannya. Dalam
hal kelengkapan dokumen yang diajukan tida< lengkap, bendahara pengeluaran
mengembalikan dokumen SPP-LS kepada PPTK untuk dilengkapi. ‘

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS untuk pembayaran barang dan jasa
kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut .

a. Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, PPTK mga(yiapkan syarat-syarat
pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa separti
tersebut di atas untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

b. Kontrak/SPK, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima
Pekerjdan, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan disampaikan kepada :

a) Asli.dan satu tembusan untuk lampiran SPP

b) Masing-masing satu tembusan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan pihak ketiga/rekanan

c). Safu tembusan untuk PPTK

c. Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeiuaran menyiapkan
SPP-L.S pengadaan barang dan jasa uniuk pembayaran kepada pihak ketiga
besertalampirannya dalam satu berkas pengajuan. )

d. Berkf:éi SPP-LS beserta lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD
melalui petugas penerima SPP. .
e. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS dan

mengi§i check list kelengkapan berkas pengajuan SPP.
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f. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluara_n PPTK untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP.

g. Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pqda check_list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-LS berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP.

h. Berkas bengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list kelgngkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD. .

i. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi :

a) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan barang

dan jasa untuk pembayaran pihak ketiga sesuai dengan' ketentuan yang
beriaku.

b) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam -DPA-SKPD untuk
mendperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran.

c) Mem__griksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain;

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/
perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)

2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum
dalam kontrak)

3. Jadwal wakiu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak

j. Dalam hal dokumen SPP-L.S tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM selambat-lambatnya 1 hari
sejak berkas SPP-LS diterima dan mengembalikan berkas SPP- LS kepada
bendahara pengeluaran untuk diperbaiki.

k. Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS telah lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiapkan konsep SPM-LS untuk diotorisasi Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

l.  Kepala SKPD meiakukan evaluas! atas konsep SPM-LS yang diterima darl PPK-~
SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreks! yang diperlukan
dituangkan dalam lembar konsep. Kepala SKPD kermudian menandatangani dan
menyerahkan konsep SPM-LS untuk diterbitkan SPM-LS.

m. SPP-LS:barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ketiga dibuat dalam
rangkap 4 dengan distribusi: . -

a) Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD

b) Lembar 2 untuk, Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara .

C) I:erhpar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Bada +Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabugaten L.ampung Utara - \'

d) Lembar 4 untuk arsip Bendahara Fengeiuaran /

n, Beraasar_kan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitén
SPP-LS dalam register SPP. '

0. Pen's}iap‘an SPM-LS selambat-lambatnya 2 hari séjak berkas SPP-LS dinyatakan
lengkap dan sah. '

Formulir yang digunakan dalam prosedur pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa

Pihak ketiga sama dengan formulir perigajuan SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak
Ketiga.-

+ &=
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7. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP Belanja Pengeluaran SKPKD

Belanja pengeluaréh SKPKD adalah pengeluaran kas level Pemer‘intah Daerah
yang ditaksanakan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (3KPKD) yang
dikelola secara tersendiri oleh bendahara pengeluaran khusus. -

Beiarfj_‘_é pengeiuaran SKPKD terdiri dari belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bagi basil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga serta pengeluaran
pembiayaan. :

Kébijakan pembayaran untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
bani hasil - ‘bantuan 'keuangan, dan’ beianja tak terduga serla pengeluaran
pembiayaan, menggunakan mekanisme LS, kecuali untuk belanja bantuan sosial

dengan nilai pembayarannya sampai dengan Fp, 5,000.000,00 (Lima juta rupiah)
dapat menggunakan mekanisme UP/GU/TU. :

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SKPKD dipeirlakukan sama

seperti progedur pengajuan SPP UP/GU/TU atau SPP-LS. Sedangkan bukti-bukti
pendukung yang harus dilampirkan adalah :

a. Bukti Kas Pengeluaran (BKP)Bukti kwitansi yang ditandatangani penerima di
atas materai :

b. Naskah pefjanjian pinjamanfperhitungan bunga dan jadwa! pembayaran bunga
hutang, ...

Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Naskah; perjanjian hibah

Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persefujuan kepala daerah
Kep,utug'an kepala daerah untuk penggunaan dana belanja tak terduga

Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat oleh
penerima..dana

@ =~ o a o

h. Dokumgﬁ lain yang diperlukan
Bukti-bikti tersebut digunakan sesuai peruntukannya

7.1 Penerbjtan Surat Perintah Membayar (SPN)

SPM disiapkan oleh PPK-SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD untuk
diserahkan kepada Kuasa BUD. Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD
tergantung .dari jenis SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau
Bendahara Bantuan SKPXD, yaitu dapat berupa :

SPM-UP

SPM-GU

SPM-TU-

SPM-LS gajitunjangan ‘
SPM-LS barang dan jasa non pihak ketiga
SPM-LS pengadaan barang dan jasa
SPM-LS Belanja Pengeluaran SKPKD
SPM-NIHIL

Ta~papop

7.2 Syarat-Syaraf Kelengkapan Penerbitan SPM
|

Pengajuan berkas SPM oleh Kepala SKPD kepada kuasa BUD sebagai dasar
penerbitan SP2D, disertai dengan persyaratan kelengkapan sebagal berikut :

a. SPM-UP .
Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat

perayataan tanggung jawab pengguna anggaran. Besaran uang persediaan
yang diminta sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Utara ten’ang Besaran

Uang Piersediaan masing-masing SKPD pada tahun anggaran 2315,
[} R .
b. SPM-Gtf

v
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Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah :

1) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran

2) Surat ringkasan pengeluaran per rincian cbyek belanja

3) Bukti-bukti pengeluaran yang syah dan lengkap atas belanja sebelumnya

c. SPM-TU -
Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah :
1) Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran _
2) Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi tentang rincian rencana
pengg'ynaan tambah uang tersebut

d. SPM-LS 'GajifTunjangan Kelengkapan Dokumen SPM-LS gajitunjangan untuk
penerbitan SP2D adalah :

1) Daftar gaji/gaji : susulan/kekurangan  gajilembur dan honor yang
ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan
bendahara pengeluaran : !

2) Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar
gaji ! ' '

e. SPM-LS untuk Pembayaran Barang/Jasa Non Pihak Ketiga.

Kelengkapan Dokumen SPM-LS Barang/Jasa Non Pihak - Ketiga untuk

penerbitan SP2D: :

1) Sarat:keputusan pemberian honor dan SPK lembur

2) SuratTugas/Surat Perintah, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
3) Daftar hadir

f. SFEM-LS untuk Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Kepada Pihak Ketiga

r(elengkaﬁan dokumen SPM-LS untuk pembayaran pengadaan barangfasa
untuk penerbitan SP2D adalah :

1} Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak
2) Kontrak/SPK antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan pihak ketiga
yang ‘mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga

3} Bukfj-bukti dan dokumen lainnya menyangkut pengadaan barang/jasa sesuai
ketentuan yang berlaku

9. SPM-NIHIL :
SPM-NIHIL merupakan SPM yang diterbitkan untuk :

1) F’engésahan atas pertanggungjawaban belanja yang diperoleh melalul SPM-
TU -~

2) Pengesahan atas pertanggungjawaban belanja yang diperoleh melalul SPM-
UP yang dibuat pada akhir tahun anggaran

3) Pengesahan atas pendapatan dan belanja SKPD yang menerapkan sistem
JBLUD

7.3 Prosedur Penerbitan SPM dapat diuraikan sebagal berikut:

a. Apabila Kepala SKPD menyatakan dokumen SPP lengkap dan/atau sah
maka, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SPM dan Kepala SKPD
manandatangani rancangan SPM yang diajukan PPK-SKPD setelah
dilafukan evaluasi dan koreksi seperiunya. :

b. Kepala SKPD menyampaikan rancangan SPM yang telah ditandatangani
kepaga PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM. PPK-SKPD kemudian membuat

SPM rangkap 5 (lima) dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD untuk
diotorisasi. :

c. SPM'yang telah diotorisasi oleh Kepala SKPD didistribusikan :

1) SPM rangkap § (lima) tersebut disampaikan kepada Kuasa BUD c.q.
Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten
‘Lampung Utara untuk dilakukan pengujian.

2) Apabila Kepala SKPD menyatakan dokumen SPP tidak lengkap dan/

- -atau sah, serta menyetujui alasan penolakan penerbitan SPM, PHK-
‘SKPD menyiapkan rancangan surat penolakan penerbitan SPM dan
‘menyerahkannya kepada Kepala SKPD untuk diotorisasi.
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3) Ke:b'ala SKPD menandatangani rancangan surat penolakan pen?rbhan
" SPM dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD. PPK-SKPD menyiapkan
surat penolakan penerbitan SPM rangkap 2 (dua) dan menyerahkannya

" kepada Kepala SKPD untuk dictorisasi.

4) Surat penolakan penerbitan SPM yang telah diolorisasi oleh Kepala
SKPD di distribusikan;
a. ;Lembar kesatu beserta berkas SPP diserahkan kepada
Ingendahara Pengeluaran
b. *Lembar kedua sebagai pertinggal pada PPK-SKPD

7) Berdasarkan SPM lembar ketiga, PPK-SPKD mencatat dalam register
SE]__@I, atau berdasarkan surat penolakan penerbitan SPM lembar kedua,
- PPK-SKPD mencatat dalam register penolakan penerbitan SPM.

74 Penerbitqf; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan
untuk mencairkan dana adalah dokumen SP2D. SP2D dibuat untuk memenuhi
permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD. Jenis-jenis SP2D
dikategorikan dengan SPM yang mendasari penerbitan SP2D, yaitu :

SP2D-UP

8P2D-GU-,

SP2D-TU _

SP2D-LS gajif tunjangan _

SP2D-LS barang dan jasa non pihak ketiga .
SP2D-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga
SP2D-LS belanja pengeluaran SKPKD

SP2D-NIHIL

Tomeae oD

Langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan penerbitan SP2D sebagai
berikut : . -

a. Kepala SKPD menyampaikan SPM kepada Kuasa BUD-'paﬁa Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara dengan
keiengkapgn persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis SPM yang diajukan,

b. Kuasa ‘Bd_l;;:l ¢q Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten.. Lampung Utara meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SPM
untuk diterbitkan SP2D. Pengujian SPM mencakup pengujian yang bersifat
substantif dan formal sebagai berikut:

1" Pengujian Substantif dilakukan untuk :

 Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM

. Menguiji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian obyek
, dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut

< Menguji dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar penagihan

2) Pengujian Formal dilakukan untuk : '
" Memeriksa cara penulisan/pengisian Jumlah uang dalam angka dan huruf
** Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penuiisan

¢. Apabila kuasa BUD c.q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Lampung.Utara menyatakan dokumen SPM lengkap dan/atau sah, maka berkas
pengajuan”SPM setuju diterbitkan SP2D dan apabila kuasa BUD c.q. Bidang
Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten
Lampung Utara menyatakan dokumen SPM tidak lengkap danfatau tidak sah
maka berkas pengajuan SPM ditolak penerbitan SP2D.

d. Berkas pi@ngéjuan SPM dan kelangkapannya yang setuju diterbitkan SP2D
diproses untuk diterbitkan SP2D dan ditandatangani selambat-lambatnya 2 hari

kerja sejak diterima SPM, SP2D dibuat rangkap 5 {fima) dibubuhi stempel dan
disampaikan : j
13 Lembartkesatu kepada Bank yang ditunjuk yaitu Bank Lampung
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2} Lembar kedua sebagai arsip Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

3} Leh'lbal;- -ketiga kepada UPTD Kas Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara .

4) Lembar keempat kepada Kuasa BUD c¢.q. Bidang Akuntansi pada Badan
Pehgelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

§) Lembar kelima kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri SPM yang telah diterbitkan SP2D

e. Berkas pengajuan SPM yang ditolak penerbitan SP2D oleh kuasa BUD ¢.q.
Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asét
Kabupaten Lampung Utara harus diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D
dan ditandatangani surat tersebut selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterima
SPM serta,dilakukan pencatatan ke dalam register surat penolakan penerbitan

SP2D. Surat Penclakan Penerbitan SP2D dibuat rangkap 2 (dua) dan
disampaikan:

1) Lembar kesatu kepada Kepala SKPD penerbit SPM disertai berkas
pengajuan SPM yang ditolak penerbitan SP2D

2) Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara

f. UPTD Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Lampung Utara menerbitkan cek giro, dan membukukan di Kartu Pengawasan
Penerbitan' Cek. Selanjutnya cek giro diserahkan kepada Bendahara

Pengeluaﬁn atau kepada pihak ketiga (dalam hal SP2D-LS pihak ketiga) untuk-
diteruskari kepada bank.

0. Berdasarkgn SP2D hendahara melakukan pencatatan di buku yang dikelola
serfa pengjgrsipan. :

h. Berdasarkan SP2D lembar keempat, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara melakukan
pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan Anggaran, serta
Kartu Pengawasan Realiasi Belanja per Kode Rekening.

I.  Berdasarkan SP2D lembar kedua, Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
melakukan pencatatan ke dalam Register $P2D.

7.5 Penatausahaan Uang Persediaan

Penatau__Sahaan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
meliputi pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti pengeluaran dan

pencatatan ke dalam buku-buki penatusahaan bendahara pengeluaran yang
berupa: '

4

Buku Kas Umum Pengeluaran

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Kas ' )
Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu Pajak

Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Belanja

~pooUw

usahaan yang terkait dengan pengelolaan uang persediaan oleh

Penat
bendahara pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut : '
a. Berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU/TU yang diterima, bank

mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran dengan menerbitkan nota
debet atas'pengeluaran uang dari rekening kas daerah.

b. -3endahara pengeluaran mencatat transfer masuk ini kedalam Buku Kas Umum
dan Buku Pembantu Bank pada sisi penerima:n. 1

c. Pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, dimana
SP2D dicairkan oleh rekanan/pihak ketiga, bendahara pengeluaran melakukan

&
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pencat_atarj:_léldministratif pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran (masuk keluar).

isme ! i jeluaran dapat
d. Mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara penge
berupa pengeluaran kas berdasarkan bukti pengpluaran dan pengeluaran kas
berupa panjar. Hal ini capat diuraikan sebagai berikut : N

1) Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran

Pengeluaran kas - dilakukan oleh bendahara pengeluaran sefelah bukti
pengeluaran yang sah diperoleh. Bandahara pengeluaran haru::; melakukar!_
pengujian atas bukli pengeluaran yang disampaikan dan menyiapkan Bukti
Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh penerima pembayaran.

Pehgé}:uaran kas ini dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas
pada sisi pengeluaran serta rekapitulasi pengeluaran perincian obyek.

2) Pengeluaran kas berupa panjar

Pengeluaran kas dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan
permintaan PPTK untuk menunjang operasional kegiatan. Permintaan ini
dilakukan dengan menyerahkan Nota Pencairan Dana (NPD) yang telah

dibuat’ oleh PPTK dan disetujui Pengg.ina Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Péngéluaran kas ini dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas
pada §isi pengeluaran serta pada Buku Pembantu Panjar sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban panjar dilakukan oleh PPTK dengan menyerahkan
bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara pengeluaran yang disertai

dengan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh penerima
pembayaran.

Bendgjjara pengeluaran harus melakukan pengujian atas bukti pengeluaran
yang disampaikan.

Bukti pengeluaran yang telah dianggap lengkap dan sah dicatat dalam Buku

Kas Umum, Buku Pembantu Panjar dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per
Rincian Obyek.

Apabila ‘terkalt dengan pengeluaran terdapat kewajiban pemungutan pajak, -
maka bendahara pengeluaran melakukan pemungutan pajak serta mencatat
penerimaan pungutan pajak tersebut dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas serta.Buku Pembantu Pajak pada sisi pererimaan.

Bendahzgta pengeluaran melakukan penyetoran pajak yang dipungutnya dengan
menggurdakan surat setoran pajak. Penyetoran pajak ini dicatat dalam Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas serta Buku Pembantu Pajak sisi pengeluaran,

g. Terkait qéngan pemindahan uang oléh bendahara pengeluaran dari bank ke kas,
bendahara pengeiuaran mencatat pemindahan uang ini pada Buku Pembantu
Bank sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Kas sisi penerimaan.

h. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas

yang dikelola oleh hendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 {tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagalmana dimaksud dalam butir 8 dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan Kas yang disertai dengan Register Penutupan Kas.

7.6 Pedanggungjawaban Bandahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-
jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaanffambahan uang
persediaan ‘'kepada kepala SKPD dengan cara membuat dan menyampaikan Surat

Pertanggungjawaban Bendahara Pegeluaran kepada pengguna anggaran/SP.J-
Administratif.

Bendahara pengeluaran pada SKPD secara fungsional, juga
wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
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jawabnya déngan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluarar/SPJ-Fungsional kepada PPKD selaku BUD.

2

Pro_sedfjr pertanggungjawaban uang persediaan oieh bendahara pengeluaran
dapat diuraikan sebagai berikut : -

a. Bendahara pengeluaran pada SKPD mempertanggungjawabkan _penggunaan
uang pecsediaan/ganti uang persediaantambahan uang persediaan kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dengan

membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran. :

b. Pengajuan surat pertanggungiawaban pengeluaran uang persediaan{ganti uang
persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan dana pengganti (revolving
fund) atas-uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran.

¢. Surat Beﬂanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan  kepada

pengguna anggaran/kuasa perngguna anggaran melalui PPK-SKPD dilampiri
dengan: °

1) Buki Kas Umum :

2) Ringkasan Pengeluaran per Rincian Obyek yang disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang
tercantum dalam lekapitulasi pengeluaran per rincian obyek dimaksud

3) Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara, dan '

4) Register penutupan kas

d. PPK-SKPD melakukan pencatatan atas surat pertanggungjawaban pengeluaran
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ke dalam Register Penerimaan
Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. '

e. PPK:-S PD melakukan verifikasi atas surat pertanggungjawaban yang
disampaikan, meliputi:

1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan
bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian material)

2) Menguiji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek

3) Men_kghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek,
dan

4) ‘Menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan SPM dan
8P2D yang telah diterbitkan

f. Apabllg PPK-SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan menyatakan surat
pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang menyertainya telah
lengkap; . dan sah, PPK-SKPD menerbitkan Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. :

g Atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan,
PPK-SRPD  mencatat ke dalam Register Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran.

h. Atau apabila PPK-SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan ‘menyatakan
laporan pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang menyertainya
tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD menerbitkan Surat Penolakan Pengesahan

Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk ditandatangani oleh pengguna
anggaran.

i Atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
yang diterbitkan, PPK-SKPD mencatat ke dalam Register Surat Penolakan
Peng%iahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran.

J-  Setiap bulan bendahara pengeluaran menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani bendahara pengeluaran/SPJ
Admini%tratif untuk ditandatangani pengguna anggaran setelah diverifikasi PPK-
SKPD' paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan SPJ Administratif

dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan :

1) Lembar kesatu kepada PPK-SKPD
2) Lembar kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran
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k. Laporan Péﬁanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang telah
ditandatangani bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran/SPJ Fungsional

disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paiing lambat tanggal 10 pada
bulan beriku_tpya.

L Khusus ﬁLapd'ran SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun anggaran
- disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
m. Laporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan :
1) Lembar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran
2) Lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi.pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
3) Lembar ketiga kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan

Pengeloiqgn Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Utara
4) Lembar keempat kepada PPK-SKPD.

B
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LAMPIRAN I

1. STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM LINGKUNG/

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR + :
TANGGAL
TENTANG

.'-1

Lo

¥

ST

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

“KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN] ANGGARAN 2016

ANDAR BIAYA PENGELUARAN

1 LINGKUNGAN

'PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

UTARA.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG |

1.1. Tabel Besaran Uan"g Harian Perjalanan Dinas Jabatanf.uar Daerah ( Luar Propinsi l)

1. | Aceh . 350.000,- 110.000,-
2. | Sumatera Utarar~ 370.000,- | 110.000,-
3. | Riau : 370.000,- 110.000,-
4. | Kepulauan Riau ;. 370.000,- 110.000,-
5. { Jambi ' 370.000,- 110.000,--
6. | Sumatera Barat 380.000,- 110.000,-
7. | Sumatera Selatan 380.000,- 110.000,-
8. | Bengkulu 410.000,- 110.000.-
9. | Bangka Belitung © 370.000,- 120.000,-
10. [Banten i 370.000,- | 110.000,
11, | JawaBarat |7 T430.000,- | 130.000,-
12. { DK Jakarta 530.000, 160.000,-
13. | Jawa Tengah 370.000,- 110.000,-
_14. L.l Yogyakartaf‘ ________________________________ gH 420, 000- 130.000,-
18] Jawa Timut _* g ] 410000 420.000-
ECY L= B I B
7. |NusaTenggaraBarat " qH 440000~ | 130.000-
18. | Nusa Tenggara Timur i TUgE T T a26.000,. | 130,060,
19. | Kalimantan Barat b gH | sroo00-|  110.000,-
20. | Kalimantan Tengah ) - ¢H 360.000,- 110.000,-
21. | Kalimantan Selatan Y T 370.000, - 116.000,~
22, | Kalimantan Timur “PH 430.000, 130.000,-
23. | Kalimantan Utaré T TR | 430.000- | 430.000.-
24, | Sulawesi Utara. T T TR 370.000 - "140.600,-
B i T 7o 005, | 0,000
B R R I - 3 36 560
27. | Sulawesi Selatan 1 B Y T ""430,000. | 130.000.-
58 Sulawes: Tenééﬁ"_' ) H - B 370 000- .“—.1."10‘000.'
29_ ‘Sulawesa Tenggara"""""""' S R -H " 380 000_ T ’110"0"60"'_"
e e £ o oG]
3 | Wtk Ui~ e ey
2 Pa B g e
33 PapuaBarat -~ Br 1T Tas0.000- | 140.060,-
)
i '
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1.9. Tabe! Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah ( Dalam Propinsi }

-110.000,-

Pejabat Eseloi_n 1

200.000,-

AT lﬂ';;ﬁﬂ t

RENLA

100.000,-

Pejabat Eselon il ~

150.000,-

75.000,-

1.5 Tahbel Besaran Biayai Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeni

i R Sl = e d ] i e ¥ h;‘_v'., b b NI .
1. [Acen 4420 ooo- 1.300. 0.000- | 850.000-| 450.000,| 400.000,-
2. |SumateraUtara = | 4.960000.- | 1.214.000,- | 703.000 | 510.000- |  310.000.-
3. | Riau | 3820.000,- | 1.200.000,- { 868.000- | 450.000- | 380.000.-
4. | Kepulauan Riau " 3.275.000,- | 1.300.000- | 650.000,- | 510.000- |  280.000,-

5, | Jambi 4,000.000,- | 1.200.000,- |  740.000.- |  400.000.- |  200.000.-
6. | SumateraBarat | 4.240.000,- | 1.160.000- | 890.000,- | 520.000 | _310.000,-
7. | Sumatera Selatan |  4.680.000,- | 1250.000- |  530.000,- | 660.000,- | _340.000.
8. | Lampung "1 3.960.000.- | 1.300.000 | 790.000-¢ 400.000} _360.000,-4
s [Bengkuts <[ 1300000 | 790.000- | 720.000- | 660.000- | 300,000,

10, | Bangka Befitund®® | 3.335.000,- | 1.360.000,- |  850.000,- | 400.000,- | 300.000,-

34, [Bamten 173810000~ | 1430.000 | 600.000- | 640.000-| 400.000.-

12, |JawaBarat % | 3700.000- | 1760.000,- | 800000} 5600601 460.000.
13 |DKilakaa | 8720000, | 1490000 b 870.000-¢/ 610.000- ¥~ 400.000.-
14. | Jawa Tengah 4.150.000.- | 1.480.000.- 850.000.- |  450.000,- |  360.000;-

15. | D.J. Yogyakarta , " T4700.000- | 1.350.000,- |  810.000,- 1 630.000,- | 460.000,-

16, | JawaTimur . | 4400000 | 1.370.000, | 860.000- | 450.000 | 330.000,- |

7 e 77| 4890.000- | 1.810.000- | 990.000-| 910.000- | 680.000.-
18, | Nusa Tenggara Barat |  3.500.000.- | 1760.000 | ~ 800.000-| §80.000.| 360.000,-

| 19, | Nusa Tenggara Timur | 3000000 | 1.050.000,- 760,000, | 550.000,- | 300.000,-

20, | Kalimantan Barat | 2.400.000;- | 1.230.000- | s00.000.- | 430.000- |  350.000,-

) 1
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21. | Kalimantan Tengah ' 3.000.000,- | 1.560.000,- 750.000,- 560.000,- | 350.000,-
22. | Kalimantan Selatan 4.250.000,- | 1.680.000,- | 820.000- | 540.000-|  380.000,-
23. | Kalimantan Timur . 4,000.000,- | 1.750.000,- 950.000,- 550.000,- |  450.000,-
24, | Kalimantan Utara:"'t 4.000.000,- | 1.750.000,- 620.000,- 400.000,- 350.000,-
25. | Sulawesi Utara ;_ 3.200.000,- | 1.560.000,- 680.000,- 550.000,- 370.000,-
26, | Gorontalo i 1.320.000,- | 1.150.000,- 550.000,- 400.000,- 260.000,-
27. | Sulawesi Barat }?) 1.260.000,- | 1.030.000,- 860'000'-'. 400.000,- 360.000,-
28. | Sulawesi Selatan * 4.820.000,- | 1.550.000,- 310.000.- 580.000,- 390.000,-
20. | Sulawesi Tengah 2.030.000,- | 1.300.000,- 900.000,- 520.000,- 390.000,-
30. | Sulawesi Tenggara 1.850.000,- | 1.100.000,- 600.000,- 450.000,~ 420,000,-
31. | Maluku £ 3.000.000,- | 1.030.000,- 740.000,- 580.000,- 410.000,-
32. | Maluku Utara 3.110.000,- | 1.520.000,- 600.000,- 450.000,- 380.000,-
33. | Papua 2.850.000,- | 1.670.000,- 760.000,- 460.000,- 410.000,-
34, | Papua Barat 2,750.000,~ | 1.490.000,- 760.000,- 500.000,- 470.000,-

1.6. Tabel Besaran Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri

. 120.000,-

2. | Sumatera Utara - ~ Orang 7 Kali 232.000,-
3. | Riau ~ Orang / Kali 75.000,-
4. | Kepulauan Riau - N ~Orang / Kaii 120.000.-
5. | Jambi L o Orang / Kali 120.000,-
6. | Sumatera Barat T ~ Orang / Kall 120.000,-
7. | Sumatera Sélatan: - " "Orang / Kali o 125.000,-
8. |Llampung " _ | Orang7Kali "/ 145.000,-
9, | Bengkulu b _ COrangiKali [T 95.000,-
_10._| Bangka Belutung g ) I "“Oranghf_R“a‘n ) 790,000
11. | Banten e Orang!Kall " 7306.000,-
12. | Jawa Barat - o ~Orang / Kai 140.000,-
|13 [ DK akarta © o Orang / Kali 170.000,-
14, | Jawa Tengah __ T Orang / Kali 75.000.-
15 | D.L Yogyakarta L Qrang / Kali 94.000,-
16| JawaTimur - Orang / Kali _148.000,-
A7 {Bai T T Orang / Kali B 7150.000,-
18, | Nusa '[elqggara.,aarat o U " Orang f Kait "213.000.-
19, Nusa  Tenggara Timur Orang/Kali |~ 80,000
20, { Kalimantan Barat: T T Orang TKali T 107.000,-
21._| Kalimantan Tengah o "Orang / Kali o £0.000,-
22| KalimantanSelatan | Orang/Kal 100.000,-
23, Kal:mantan T:mq_r R “Orang/Kali | ' 80.000,-
_24. | Kalimantan Utala T Orang / Kali 75.000,-
25. | Sulawesi Utara T T OrangTKai 110.000.-
26 | Gorontalo T T g iall 200.000.-
27, | SulawesiBarat e _Orang / Kali__ 217.000,-
28, | Sulawesi Selatan o | T orangiKai T 145,000,
29, | Sulawesi Tengah Orang / Kali 75.000,-

3
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30. | Sulawesi Tenggara ' Orang / Kali 131.000,-
31. | Maluku Orang / Kali 210.000,-
32. | Meluku Utara Orang / Kali 174.000,~
33. | Papua o Orang / Kali 355.000,-
34. | Papua Barat -~ Orang / Kali 145.000,-

1.7, Tabel Besaran Fagjlitas Transport Bagi Pejabat Negara dan Pegawai

1. | Bupat, Wakil'. Bupati, | A Bisnis | VIP Kelas { Spesial/ Sesuai Tarif
Pimplnan dan  Anggota I-A Eksekutif
| DPRD Kabupaten. Lampung
Utara
2. | Jabatan Eselon I ,_-'" : B Ekonomi Kelas I-B Eksekutif Sesual Tarif |
"
7% '
3. | Eselon 1llF PNS ‘Golongan c Ekonomi Kelag lI-A Eksekutif Sesuai Tarif
IV, Eselon ¥/ PNS
Golongan [, Golongan I
dan |

Catatan: Untuk standar biéya perjalanan dinas bagi tenaga kontrak/non PNS disesuaikan dengan peraturan
yang berfaku.

i

2. STANDAR HONORARIUM / UPAH Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

2.1. Tabe! Standar Honorarium / Upah Untuk Tahun 2016 .

1. Biaya Honorarium a. Pengguna Anggaran / KPA ! -
Satuan Pemegang Kas - Sampai dengan Rp.100 jute OB 500.000,-
- Rp.100 uta 5.d Rp. 250 juta OB §10.000,-
- Rp.250 jula s.d Rp. 500 juta oB 720.000,-
- Rp.500 jula 5.d Rp. 1 Milyar OB 830.000,-
' - Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar OB 970.000,-
- Rp.2,5 Mifyar 5.d Rp. 5 Milyar oB 1.110.000,-
- Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Mifyar oB 1.120.000.-
- Rp.10 Milyar 5.d Rp. 25 Milvar OB 1.580.000,-
-~ Rp.25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar oB 1.910.000,-
. - Rp.50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar oB 2.250.000.-
i i - Rp.76 Milyar s.d Rp. 100 Milyar OB 2.580.000,-
ae - Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar oB 3.080.000,-
L6 - Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar OB 3.580.000.-
- Rp.500 Milyar 5.d Rp. 750 Milyar P 4.080.000.-
¥ ~ Rp.750 Milyar 3.4 Rp. 1 Trifiun o} 4.580.000,-
- - Diatas Rp. 1 Trkiun OB 5.680.000.-

F 3
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b. Bendahara Pengeluaran :

Barang Milik Negara/ Daerah

- Sampai dengan Rp.100 juta OB 340.000,-
- Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta CcB 420.000,-
- Rp.250 juta 5.d Rp. 500 juta OB 500,000, -
- Rp.500juta s.d Rp. 1 Milyar cB 570.000,-
- Rp.1 Milyer 5.d Rp. 2,5 Milyar OB 670.000,-
"" . - Rp.2,5Milyars.d Rp. 5 Milyar OB 770.000,-
- Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar 0B 860.000,-
= - Rp.10 Milyar 5.d Rp. 25 Milyar 0B 1.080.000,-
! i?‘f - Rp.25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar OB 1.320,000,-
i - Rp.50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar OB 1.580.000,-
- Rp.75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar cB 1.760.000,-
. - Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar OB 2.120.000,
. - Rp.250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar oB 2.470.000,-
- Rp.500 Milyar 5.d Rp. 750 Milyar 0B 2.810.000,-
- Rp.750 Milyar s.d Rp. 1 Trifiun oB 3.160.,000,-
- Diatas Rp. 1 Triliun 0B 3.840.000,-
‘ ¢. Bendahara Penerimaan :
- Sampai dengan Rp.100 juta 0B 340,000,-
. - Rp.100juta s.d Rp. 250 juta oB 420.000,-
N - Rp.250 juta 5.d Rp. 500 juta 0B 500.000,-
. - Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyar OB 570.000,-
' - Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar CB 730.000,-
- Rp.2,5 Milyar s.dd Rpp. 5 Milyar OB §80.000,
- Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar OB 1.030.000,-
- Rp.10 Miyar s.d Rp. 25 Milyar OB 1.2680.000,-
. - Rp.25 Milyar s.d Rp, 50 Milyar OB 1.490.000,-
T - Rp.50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar OB 1.720.000,-
- Rp.75 Milyar 5.d Rp. 100 Milyar OB 1.950.000,-
- Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar oB 2.280.000,-
- Rp.250 Milyar s.d Rp. 500 Milyor 0B 2.560.000,-
- Rp.500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar 0B 2.870.000,-
- Rp.750 Milyar 5.d Rp. 1 Trliun 0B 3.170.000,-
’- -~ Diatas Rp. 1 Triiun OB 3.790.000,-
d. Staf Pengelola
T KeuanganfBendahara Pengeluaran
- Pembantu/Petugas Pengelola
B Admirustrasi Belanja Pegawai
B - Sampai dangan Rp.100 juta .
- Rp.100 juta 5.d Rp, 250 juta gg g?gggg'_
,& - Rp.250 juta 8.d Rp. 500 jula oB 370_000._
‘1 - Rp.500 juta 5.d Rp. 1 Milyar OB 430.000.-
= - Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyer OB 500,000 -
- Rp.2.5 Md}’ar s.d Rp. ] Mﬂyﬂf oB 570 wo._
- Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar oB 640.000.-
- Rp.10 Milyar 5.d Rp. 25 Milyar oB 810.0002
- Rp.25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar oB - 930:000'_
- Rp.50 Milyar s.d Rp, 75 Milyar 0B 1.3 so_om'_
- Rp.75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar o8 1 _330.000'_
- Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar oB 1 .530_000:_ '
« Rp.250 Milyor s.d Rp. 500 Milyar OB 1.840.000,-
- Rp.500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar OB 2_090_000‘_
- Rp.750 Milyar s.d Rp. 1 Trillun OB 2 380.000.-
- Diatas Rp. 1 Trfiun 0B . 2.860.000,-
e. Hono}arium Pengurus/penyimpan oB

400,000,-
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. f. Pejabat Penata Usahaan Keuangan
4 ( PPK) :
- Sampai dengan Rp.T Milyar 0B 600.000,-
- Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar 0B 650.000,-
- Rp.2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar oB 700.000,-
- Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar o8 750,000,-
- Diatas 10 milyar 950.000,-
) 3
g. Honorarium Tim Panitia Sekretariat :
- Pengarah OB 400.000,-
- Penanggungjawab OB 350.000,-
- Kelua OB 300.000,-
- Sekretariy OB 250.000.-
- anggota OB 200.000,
1
h. Pejabat Pembuat Komitmen :
- Sampaf dengan Rp.100 juta OB 480.000,-
- Rp.100 jula s.d Rp. 250 juta 0B 590.000,-
- Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta oB 700.000,-
E - Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyar OB 800.,000.-
T P - Rp.1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar OB 940.000,-
- - Rp.2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar 0B 1.070.000,-
N - Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar o8B 1.210.000,-
_ - Rp.10 Milyar s.d Rp. 25 Miiyar OB 1.630.000,-
' . - Rp.25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar oB 1.850.000,-
- Rp.50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar OB 2,170.000,-
- Rp.75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar oB 2.490,000,-
- Rp.100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar OB 2.880.000,-
- Rp.250 Milyar s.d Rp. 500 M ilyar (0]:] 3.460.000,-
- Rp.500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar 0B 3.940.000,-
' - Rp.750 Mityar s.d Rp. 1 Trifiun 0]:] 4.430.000,-
- Diatas Rp. 1 Trifiun OB 5.380.000,-
£
R I Pejabal Pelaksana Teknis Kagiatan !
- Sempal dengan Rp.100 juta 08 250.000.-
- Rp.100 jula 5.d Rp. 300 juta oB 275.000 -
- Rp.300 juls 5.4 Rp. 500 juta o6 200.000,
- Rp.SCO juta s.d Rp. 1 Milyar 0B 350.000,-
- - Rp.1 Milyvar s.d Rp. 5 Milyer OB 400.000,-
j-  Sekretaris Keglatan :
& - Sampai dengan Rp.100 juta 0B 225.000,
- Rp.100 juta s.d Rp. 300 juta oB 250.000.-
; - Rp.300 jula s.d Rp. 500 juta 0B 275.000,»
~ Rp.500uta s.d Rp. 1 Milyar 0B 300.000,
- Rp.1 Milyar 5.d Rp. & Milyar OB 350.000,-
N K. Anggola Kegiatan
- - Sampai dengan Rp.i00 juta OB 210.000,-
B - Rp.100 jula 5.d Rp. 300 juta . OB 226,000,
- Rp.300 juta.s.d Rp. 500 juta 0B 240.000,-
3 - Rp.500 juta 5.0 Rp. 1 Milyar OB 2’;2%
5 - Rp.1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar 0B i
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2. Honorarium Pénquaan a. Pejabat Pengadaan barangfjasa o 350.000,-
Barangfjasa kN
9 o b. Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan 0B 300.000,-
. Barang/Jasa
o ¢. Panitia Pengadaan Barang/Jasa :
. - Kelua : OP 300.000,-
u - Sekretaris oP 250.000,-
- angga{a OP 200.000,-
. d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
. ‘Barang/Jasa
L1 - Kelua opP 300.000,-
o< - Selretaris OP 250,000,
gh - anggota op 200.000,-

3 Upah PHL a. Patugas Kebersihan OB 750.000,-
b. Operator Alat Berat OB 350.000,-
c. Penjaga Kantor OB + 750.000,-
d: Driver / Supir OB 750.000,-
&. Cleaning Service o8 750.000,-
¥ '
4, Tunjangan Operator - a. Operator Komputer pada OB 3011.000,-
Komputer : Dinas/Badan/Kantor/Sather -

X b. Admin /Operator Program Khusus 0B - | Ditetapkan
dengan
peraturan
kepala

\ Daerah
8, Uang Piket / Uang Pol. PP dan Pelugas Pemadam OH 20.000,-
Makan Kebakaran
8. Vang Lembur - Golengan | dan i QJ 17.000,-
- Golongan (i} OJ 20.000.-
- | - Golongan |v QJ 25,000,.

1. STANDAR PAKAIAN DI.NAS DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

]
3.1. Tabel Besaran Biaya Pakaian Dinas

BIAYA PAKAIAN DINAS.

£

1. PNS/Perawat dan Atribus
2. Pol. PP lengkap / pemadam
3. Pakaian Batik Lampung

4. Pakaian Olah Raga

5. Pakaian Dinas DPRD/Bupatif
Wakil Bupali
- PSH
- PSL
- PDH
- PSR

Stel
Ste!

Stel

Stel

Stal
Stel
Stel
Stet

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara -

450,000

750.000
' 300,000
300.000

Disesuaikan
dengan
hasii survey
harga pasar
yg berlaku

g
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IV. STANDAR BIAYA Fl_:E_MELIHARAAN KENDARAAN DINAS DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUFATEN LAMP_!J_NG UTARA

Utara

4.1.Tabel Besaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampungl

1. BIAYA PEMELIHARAAN Kendaraan Pejabat Negara | Unit/Tahun 40.000.000 | Satuan biaya
KENDARAAN DINAS Kendaraa Pejabat Eselon Il | Unit/Tahun | 38.670.000 pemeliharaan dan
& Kendaraan Roda & (Enam) | UnitTahun { 37.110.000 operasional  kendaraan
- Kendaraan Roda 4 (Empat) | Unit/Tahun | 33.670.000 | dinas
Kendaraan Roda 2 (Dua) UnitTahun | 3.700.000 | merupakan satuan blaya
yang digunakan untuk
perencanaan
kebutuhan biaya
. pemeliharaan dan
e operasional kendaraan
dinas
yang digunakan untuk
mempertahankan
kendaraan dinas agar
tetap :
: dalam kondisl normal
" dan siap pakal se suai
dengan peruntukannya.
Satuan biaya ini
termasuk hbiaya bahan
e bakar .
" Saluan biaya tersebut
I&:‘_ belum termasuk biaya
; pengurusan Surat
Tanda Nomor Kendaraan
(STNK) yang besarannya
mengacu pada
- ketentuan yang berlaku .

1
:

V. STANDAR BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

. 3 '
5.1 Tabel Besaran Biaya Makanan dan Minuman dilingkungan Pemerintah Kabupater. Lampung Utara

1. MAKANAN DAN MINUMAN 1. Konsums! Rapat

- Makan OK 30.000,- -
- Snack OK 15.000,-
- Prasmanan Porsi 40.000,-
' 2. Makan Minum Harlan OH 25.000,-
- Golongan | dan (I OH 27.500,-
- Golongan 1l OH 30.000,-
+ Goiongan v
. 3. Makan Minum Lembur OH 25.000,-
s - Golongan | dan i OH 27.500,-
- Golongan 1| OH 30.000,-
o - Gotongan Iv
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VI. STANDAR BIRYA LAINNYA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

6.1. Tabe! Besaran Biaya Lainnya dilingkungan Pemerintah _Kabupaten Lampung Utara

BIAYA LAINNYA - 1. Rekening Listrik - Disesuaikan dg Tagihan -
' - Bagi Rekening Listrik Pasca Per bulan Rekening
‘Bayar (Non Pulsa) )

7 2. Rekening Tetepon Per bulan Disesuaikan dg Tagihan
e Rekening

’ i" 3. Rekening Air Per bulan Disesuaikan dg Tagihan

o Rekening
W I \

4
"
&

1
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